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Hendro Prabowo. E0006144. 2010. STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA
MERTA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3
TAHUN 2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD) DAN PROVISIONIL (Studi Putusan Hakim Nomor:
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska),
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan
hakim sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 terhadap
penjatuhan putusan serta merta oleh hakim. Penelitian ini dilakukan melalui studi
komparasi (perbandingan) antara Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska
dan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, dimana kedua putusan
tersebut memuat putusan serta merta.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif atau
terapan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data sekunder yang terdiri
atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa
SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Putusan Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska, Putusan
Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, Burgerlijk Wetboek dan Herziene Inlandsch
Reglement (HIR). Bahan hukum sekunder berupa dokumen, buku-buku, laporan,
arsip, makalah, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan
hukum tersier berupa data dari internet. Teknik pengupulan data dilakukan dengan
menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis
data yang digunakan adalah Metode Perbandingan Tetap atau Constant
Comparative Method dan Interpretasi Gramatikal.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan.
Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta pada
Putusan Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Nomor 94/Pdt.G/2002/
PN.Ska mempunyai perbedaan. Perbedaaannya terletak pada pertimbangan hakim
yang mengabulkan permohonan putusan serta merta, dasar hukum yang mengatur
putusan serta merta, dasar Penggugat dalam mengajukan permohonan putusan
serta merta, dan jenis sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.
Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 terhadap pertimbangan hakim
dalam Putusan Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska adalah majelis hakim
mempertimbangkan ketentuan dalam butir ke-4 huruf f, SEMA Nomor 3 tahun
2000, yaitu mengabulkan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berhubungan
dengan pokok perkara.
Kata kunci: pertimbangan hakim, putusan serta merta, uitvoerbaar bij





Hendro Prabowo. E0006144. 2010. A COMPARATIVE STUDY OF JUDGE
CONSIDERATION IN GRANTED REQUESTING THE IMMEDIATELY
DECISION BEFORE AND AFTER BE EFFECT OF THE SEMA NUMBER
3 OF 2000 ABOUT IMMEDIATELY DECISION (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD) AND PROVISIONAL (Study of Judge Decision Number
84/Pdt.G/1997/PN.Ska and Judge Decision Number 94/Pdt.G/2002/PN.Ska).
Faculty of Law. Sebelas Maret University.
The purpose of research to knowing how judge consideration before and
after publishing SEMA Number 3 of 2000 to pronouncement of immediately
decision by judge. This research conducted with comparative study (comparison)
between Decision Number 84/Pdt.G/1997/PN.Ska and Decision Number
94/Pdt.G/2002/PN.Ska where the two decisions loaded immediately decision.
This research represented normative research that is prescriptive in nature
or application. This research conducted with analysing of secondary data that
consist of primary, secondary, and tertiary law materials. The primary law
materials form SEMA Number 3 of 2000, Decision Number
84/Pdt.G/1997/PN.Ska, Decision Number 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, Burgerlijk
Wetboek, and Herziene Inlandsch Reglement (HIR). The secondary law materials
form document, books, report, archives, handing out, and literature that related to
problem that examined. The tertiary law materials form data of internet.
Technique collecting of data conducted with stocktaking primary, secondary, and
tertiary law materials. Technique analysis of data that used is Constant
Comparative Method and Gramatical Interpretation.
Pursuat to result of the research and discussion result be concluded.
Consideration of judge that granted requesting immediately decision in Decision
Number 84/Pdt.G/1997/PN.Ska and Decision Number 94/Pdt.G/2002/PN.Ska
have difference. This difference that is at judge consideration that granted
requesting immediately decision, legal fundament that regulated immediately
decision, principles of plaintiff in submitted requesting immediately decision and
type of dispute that happened between plaintiff with sued.
Application SEMA Number 3 of 2000 to judge consideration in Decision
Number 94/Pdt.G/2002/PN.Ska was judge ceremony considering regulation in
item 4th letter f this SEMA that granting immediately decision that based at vonnis
by judgement which related to case of law suit.
Keyword: Consideration of judge, Immediatelly decision, Uitvoerbaar Bij





Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah
berhasil melakukannya dengan baik.
- Evelyn Underhill
Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika orang sudah mulai
berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan.
- Sir Francis Bacon
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dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Tidak lupa pula salawat dan salam
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PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
PUTUSAN SERTA MERTA SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA
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serta merta yang dalam pelaksanaannya sering menimbulkan permasalahan.
Penulis mengkaji mengenai perbandingan hakim dalam pertimbangan hukumnya
yang mengabulkan permohonan putusan serta merta. Yang menjadi perbandingan
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A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan
manusia lainnya dalam suatu lingkungan masyarakat, karena antara manusia yang
satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dalam proses interaksi itu tidak
selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya terjadi sengketa atau konflik
diantara manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam sengketa atau konflik
tersebut diperlukan adanya suatu penyelesaian. Penyelesaian sengketa tersebut
dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara penyelesaian sengketa
dapat dilakukan melalui yudicial settlement of dispute, yaitu penyelesaian
sengketa dengan cara penegakan hukum formil melalui pengadilan.
Penyelesaian sengketa melalui yudicial settlement of dispute dilakukan
oleh lembaga peradilan. Para pihak yang bersengketa menyerahkan perkaranya
kepada pengadilan karena pengadilan dianggap mengetahui tentang hukum.
Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara,
dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk
memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Pihak-pihak yang berperkara menyerahkan seluruh perkaranya kepada
pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan perkaranya secara tuntas dengan suatu
putusan hakim, karena melalui putusan hakim dapat diketahui hak dan kewajiban
dari masing-masing pihak yang berperkara. Dengan adanya putusan hakim
tersebut diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, namun bukan berarti
tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai dan terpenuhi
terutama bagi pihak yang menang. Hal ini disebabkan karena pihak yang menang




2pelaksanaan dari putusan hakim tersebut (eksekusi). Dalam hukum acara perdata
putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Suatu putusan hakim agar dapat memperoleh kekuatan hukum tetap harus
menunggu waktu yang lama, kadang-kadang sampai bertahun-tahun, namun ada
sebuah ketentuan yang menyimpang, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR
yang mengatur mengenai putusan hakim yang pelaksanaannya dapat dijalankan
terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan (verzet).
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa putusan hakim dapat dilaksanakan
meskipun putusan hakim tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
putusan hakim tersebut disebut dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad).
“Uitvoerbaar bij voorrad yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan
sebagai putusan serta merta merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa
dijalankan terlebih dahulu, walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya
hukum banding, kasasi atau perlawanan (verzet) oleh pihak yang kalah atau pihak
ketiga yang merasa berhak” (http://sofyanlubis.blogspot.com /2008/07/putusan-
serta-merta-dari-segi-hukum-dan.html [31 Maret 2010 pukul 20.34]).
Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur:
Pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan
terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat
yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal ini
berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika keputusan hukuman terlebih
dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum
tetap, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan
tentang hak milik” (Pasal 180 ayat (1) HIR).
Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, pengadilan negeri
diperbolehkan untuk memerintahkan supaya putusan hakim dapat dijalankan
terlebih dahulu jika salah satu syarat dalam Pasal 180 ayat (1) tersebut dipenuhi,
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
commit to users
3walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau
perlawanan.
Dalam prakteknya putusan serta merta yang dijalankan terlebih dahulu
sebelum putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, banyak
menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi ketika putusan hakim
pada tingkat pertama (pengadilan negeri) dan atau putusan pengadilan tinggi
dalam amar putusannya menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan
terlebih dahulu dan telah dilaksanakan (eksekusi). Putusan yang telah
dilaksanakan tersebut dilakukan upaya hukum oleh pihak yang dikalahkan atau
pihak ketiga yang merasa dirugikan, dan kemudian putusan tersebut dibatalkan
oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya atau Mahkamah Agung. Dengan
demikian akan terjadi kesulitan dalam pemulihan pada keadaan seperti sediakala
(restitutie in intergum) sebelum dilakukannya eksekusi. Putusan serta merta telah
dilaksanakan terlebih dahulu sebelum putusan tersebut mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka dengan sendirinya akan merugikan pihak yang tereksekusi.
Mahkamah Agung sebagai badan yang berwenang mengawasi jalannya
penyelenggaraan peradilan, menaruh perhatian yang lebih terhadap penjatuhan
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dilakukan oleh hakim dan
tidak jarang menimbulkan permasalahan. Mahkamah Agung mengeluarkan
instruksi dan beberapa surat edaran yang ditujukan kepada hakim pengadilan
negeri agar dalam menjatuhkan putusan serta merta perlu dipertimbangkan
dengan matang guna menghindari yang hal-hal yang mungkin akan menimbulkan
permasalahan baru.
Untuk dapat mengabulkan tuntutan permohonan putusan serta merta, para
hakim wajib memperhatikan beberapa surat edaran yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung tetapi disamping itu juga perlu mempertimbangkan syarat-
syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Mahkamah Agung
telah menerbitkan beberapa surat edaran (SEMA) yang berisi mengenai petunjuk,
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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4himbauan maupun saran kepada pengadilan negeri terkait penjatuhan putusan
serta merta, yaitu:
1. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih
Dulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad),
2. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih
Dulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad),
3. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
4. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
5. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
6. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij
Vooraad) Dan Provisionil,
7. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.
Surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil. SEMA
tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung guna mengatur kembali penggunaan
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan putusan provisionil yang
dijatuhkan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Melalui
SEMA Nomor 3 tahun 2000 Mahkamah Agung memerintahkan kepada para ketua
pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama serta para hakim pengadilan negeri
dan hakim pengadilan agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan
mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu
(uitvoerbaar bij voorraad), yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR.
Secara tidak langsung, dengan diterbitkannya SEMA Nomor 3 tahun 2000
akan berpengaruh pada hakim dalam memberikan pertimbangan dalam memutus
perkara terkait permohonan putusan serta merta yang diajukan penggugat. Hakim
akan memberikan pertimbangan yang lebih atas permohonan putusan serta merta
yang diajukan setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 tahun 2000 dibanding
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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5sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta
Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.
Berdasarkan uraian diatas, maka menjadi penting dilakukan penelitian
mengenai perbandingan petimbangan hakim dalam memutus permohonan putusan
serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) terkait sebelum dan sesudah diterbitkannya
SEMA Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij
voorraad) dan Provisionil. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah
perbandingan (komparasi) antara pertimbangan hukum dalam Putusan Hakim
Nomor: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/
PN.Ska yang merupakan putusan Pengadilan Negeri Surakarta sebelum dan
setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 tahun 2000. Putusan Hakim No. 84/Pdt.G/
1997/PN.Ska merupakan putusan atas sengketa mengenai “perbuatan tanpa hak
dan melawan hukum menempati rumah tinggal”, sedangkan Putusan Hakim No.
94/Pdt.G/2002/PN.Ska merupakan putusan mengenai perkara “perbuatan
melawan hukum menguasai barang dan bukti kepemilikan tanpa hak.” Kedua
putusan perkara tersebut di dalamnya terdapat permohonan yang diajukan oleh
penggugat agar putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun
diajukan upaya hukum.
Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti
tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam penulisan hukum (skripsi)
dengan judul: “STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENGABULKAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN
2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ
VOORRAAD) DAN PROVISIONIL (Studi Putusan Hakim Nomor:




Perumusan masalah dimaksudkan agar penelitian lebih fokus dan terbatas
sesuai dengan arah dan tujuan dilakukannya penelitian hukum tersebut.
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, perumusan masalah
yang diambil dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah perbandingan kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam
mengabulkan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
dengan dasar hukum putusan serta merta, sebelum dan sesudah diterbitkannya
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij
Voorraad) dan Provisionil dalam Putusan Hakim Nomor:
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska?
2. Bagaimanakah penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta
Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terhadap pertimbangan
hakim dalam Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dipergunakan untuk memberikan arah yang tepat dalam
penelitian agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tujuan
penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini berkaitan dengan pertimbangan
majelis hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad)
yang sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian ini. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan Objektif
a. Untuk mengetahui perbedaan dari kesesuaian antara pertimbangan hakim
dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) dengan dasar hukum putusan serta merta, sebelum dan sesudah
diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id
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84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor:
94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
b. penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terhadap pertimbangan hakim
dalam Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
2. Tujuan Subjektif
a. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi sebagai
bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum (Skripsi) guna
memenuhi persyaratan akademis bagi peneliti dalam meraih gelar sarjana
hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
b. Untuk menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan
pengalaman serta pemahaman aspek hukum acara perdata dalam teori dan
praktik di lapangan, khususnya mengenai dasar pertimbangan majelis
hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar
bij vooraad) dalam perkara perdata, terkait instruksi yang diberikan
Mahkamah Agung melalui SEMA No.3 Tahun 2000.
c. Untuk mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama
menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian hukum ini sangat diharapkan adanya manfaat yang bisa





a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan
ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata khususnya, serta
terutama yang berkaitan dengan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
vooraad) yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan perkara
perdata.
b. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah referensi di
bidang karya ilmiah dan dapat dipakai sebagai bahan acuan terhadap
penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan mampu mengembangkan daya pikir
analisis sehingga akan membentuk pola pikir yang sistematis dan dinamis
terhadap penerapan teori dalam praktek di lapangan.
b. Hasil penelitian hukum ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan-
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian hukum
ini.
c. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti mengenai
permasalahan yang akan diteliti dan dapat dipergunakan sebagai bahan
pengetahuan tambahan bagi berbagai pihak yang terkait dalam penelitian
hukum ini.
E. Metode Penelitian
Pada hakikatnya metode penelitian merupakan cara yang digunakan
peneliti untuk memberikan pedoman dalam mempelajari dan menganalisis supaya
tidak melenceng dari tujuan penelitian semula. Dalam penelitian hukum ini




Berdasarkan pada judul dan rumusan masalah yang telah diteliti, jenis
penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum
normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder
yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan-bahan hukum
tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik suatu kesimpulan sesuai
dengan masalah yang diteliti.
SEMA Nomor 3 Tahun 2000, Putusan Hakim Nomor: 84/Pdt.G/1997/
PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska tersebut
merupakan bahan hukum primer yang akan diteliti dengan penjelasan-
penjelasan yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan tersier. Menurut
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (yang terdiri
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier),
dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13-14).
2. Sifat Penelitian
Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan.
Dalam bukunya, Peter Mahmud Marzuki, menerangkan bahwa “ilmu hukum
mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan,
yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas
aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.” (Peter
Mahmud Marzuki, 2006: 22).
Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk mencari pemecahan atas isu
yang timbul, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan




baru. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan
preskripsi atas apa yang seharusnya dilakukan atas isu hukum yang diajukan.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi
dari berbagai aspek terhadap permasalahan yang coba dikaji dan diteliti untuk
dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian
hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual
approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93). Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif (comparative approach).
Pendekatan komparatif (comparative approach) dilakukan dengan
studi perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor: 84/
Pdt.G/1997/PN.Ska yang merupakan putusan hakim sebelum diterbitkannya
SEMA Nomor 3 tahun 2000 dengan putusan hakim nomor: 94/Pdt.G/
2002/PN.Ska yang merupakan putusan hakim setelah diterbitkannya SEMA
Nomor 3 tahun 2000. Dikaitkan kesesuaiaanya dengan dasar hukum yang
mengatur mengenai putusan serta merta.
4. Jenis Data dan Sumber Data
Berdasarkan dari data yang diperoleh, dalam penelitian pada umumnya
dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan
dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat disebut dengan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang
diperoleh dari bahan-bahan pustaka disebut dengan data sekunder. (Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 12).
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan




peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen
resmi, laporan-laporan, majalah, artikel dan sumber-sumber lainnya yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan objek penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan dasar penelitian hukum normatif atau bahan pustaka bidang
hukum, dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga
golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yang juga
dinamakan bahan penunjang) (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007:
33). Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah data yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat, termasuk didalamnya putusan pengadilan. Bahan hukum
primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah norma atau
kaidah hukum yang berlaku di Indonesia, atau peraturan tertulis yang
dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat,
yaitu antara lain :
1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil
2) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska.
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 221/PDT/1998/
PT.Smg. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1419 K/Pdt/1999,
3) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 272/Pdt/2003/
PT.Smg. jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1872 K/Pdt/2004.
4) Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia
yang diperbaharui (RIB), (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44),




6) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-Undang yang mengatur tentang kekuasaan
kehakiman yang lain, yang berkaitan dengan penelitian hukum ini,
7) SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
8) SEMA Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
9) SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan dapat
membantu dalam menganalisis. Bahan hukum sekunder yang akan
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku literatur di bidang
hukum, pendapat para sarjana (doktrin), rancangan undang-undang, jurnal
hukum, makalah, artikel dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek
permasalahan dalam penelitian hukum ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
petujuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, yang mencakup kamus hukum, majalah, surat kabar, bahan-
bahan yang diperoleh dari internet dan bahan lain yang behubungan
dengan objek permasalahan dalam penelitian hukum ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
menginventarisasikan bahan hukum primer yang merupakan data sekunder
yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang memuat alasan diterbitkannya
SEMA, isi atau substansi SEMA, fungsi SEMA, dan hal-hal lain yang
berhubungan dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000. Kemudian juga terhadap
dua putusan hakim, yaitu Putusan Hakim Nomor: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan




pihak yang berperkara, masalah sengketa perkara, posita (duduk perkara),
petitum (tuntutan), pembuktian, pertimbangan hukum, amar putusan, dan hal-
hal lain yang berhubungan dengan kedua putusan pengadilan tersebut.
Berdasarkan data dari kedua bahan hukum primer tersebut, kemudian
diperoleh penjelasannya diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier untuk kemudian di sistematisasi dan dianalisis.
6. Teknik Analisis Data
Setelah diperoleh data yang akan diteliti, kemudian dilakukan analisis
terhadap data tersebut. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan
oleh data. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan
mengkategorisasikan, kemudian proses pengorganisasian dan pengelolaan
data (Lexi J. Moleong, 2009: 280-281).
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
Metode Perbandingan Tetap atau Constant Comparative Method dan
Interpretasi Gramatikal. Dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif karya
Lexi J. Moleong, “dinamakan Metode Perbandingan Tetap atau Constant
Comparative Method, karena dalam analisis data, secara tetap
membandingkan satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara
tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya” (Lexi J. Moleong,
2009: 288).
“Interpretasi Gramatikal atau penafsiran menurut bahasa adalah cara
untuk mengetahui makna atau arti suatu ketentuan undang-undang dengan
menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.” (H.M. Fahmi
Al Amruzi, 2006: 150).
Perbandingan dalam penelitian ini difokuskan untuk membandingkan




merta dalam putusan hakim no: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan putusan hakim no:
94/Pdt.G/2002/PN.Ska, kemudian secara tetap membandingkan kategori
pertimbangan hakim dalam putusan yang satu dengan kategori pertimbangan
hakim dalam putusan yang lainnya, kemudian dari perbandingan terhadap
pertimbangan hakim tersebut dikaitkan dengan diterbitkannya SEMA Nomor
3 tahun 2000, yaitu putusan nomor: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska merupakan
putusan pengadilan sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 3 tahun 2000
sedangkan putusan nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska merupakan putusan
pengadilan setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 tahun 2000.
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran secara jelas
dan menyeluruh mengenai keseluruhan isi penulisan hukum (Skripsi), maka akan
dijabarkan sistematika penulisan hukum sesuai dengan aturan dalam penulisan
hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu
pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.
Keempat bab tersebut terbagi dalam sub-sub bab yang dimaksudkan untuk
memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika
penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab I pendahuluan disajikan beberapa subbab memuat latar belakang
masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.




Pada bab II tinjauan pustaka dibagi ke dalam dua subbab yaitu kerangka
teoritis dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teoritis, penulis akan
memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik
berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang
telah penulis teliti. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan tentang
putusan pengadilan, tinjauan tentang putusan serta merta, dan tinjauan
tentang SEMA Nomor 3 Tahun 2000. Tinjauan tentang putusan
pengadilan yang meliputi, pengertian putusan pengadilan, dasar hukum
yang mengatur tentang putusan pengadilan, macam putusan pengadilan,
kekuatan putusan pengadilan, sifat putusan pengadilan.  Tinjauan tentang
putusan serta merta meliputi, pengertian putusan serta merta, dasar hukum
putusan serta merta, pelaksanaan putusan serta merta, dan upaya hukum
terhadap putusan serta merta. Tinjauan tentang SEMA Nomor 3 Tahun
2000 meliputi latar belakang diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000
dan substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2000.
Kerangka pemikiran digunakan penulis untuk memudahkan pemahaman
alur berfikir. Kerangka pemikiran penulis buat dalam bentuk bagan yang
diberi penjelasan/keterangan mengenai alur berfikir penulis untuk
menjawab permasalalahan hukum yang diteliti.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian dan
pembahasan yang diperoleh dalam proses penelitian. Berdasarkan rumusan
masalah yang diteliti, terdapat pokok masalah yang dibahas dalam bab ini,
yaitu mengenai perbandingan pertimbagan hakim dalam mengabulkan
permohonan putusan serta merta berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000






Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian
dan pembahasan serta saran-saran yang dapat penulis kemukakan kepada
para pihak yang terkait dengan bahasan dalam penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka memuat referensi-referensi atau rujukan dari literatur yang








1. Tinjauan Tentang Putusan Hakim
a. Pengertian Putusan Hakim
“Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai
pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
sengketa antara para pihak” (Sudikno Mertokusumo, 2002: 202).
Rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata yang belum
disahkan oleh DPR dan presiden, sebagaimana dikutip dari http://www.
legalitas.org/database/rancangan/2008/ruu-haperdata.pdf dalam Pasal 1
angka 10 memberikan pengertian “Putusan pengadilan adalah putusan
hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan disidang pengadilan yang
terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan dan/atau
mengakhiri gugatan” (http://www.legalitas.org/database/rancangan/2008/
ruu-haperdata.pdf [21Juli 2010 pukul 20.21]).
b. Dasar Hukum Yang Mengatur Putusan Hakim
Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai putusan hakim
yaitu:
1) Putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang dibuka dan
terbuka untuk umum, meskipun dalam pemeriksaan persidangan
dilakukan secara tertutup (Pasal 13 UU Nomor 48 tahun 2009),
2) Hakim wajib mengadili setiap bagian dari tuntutan (petitum) dan
tidak boleh menjatuhkan putusan lebih dari apa yang dituntut





3) Putusan hakim harus memuat alasan atau dasar putusan yang
dijadikan dasar untuk mengadili, juga memuat Pasal-Pasal tertentu
baik dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
maupun hukum tidak tertulis (Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48
tahun 2009),
4) Putusan hakim diambil berdasarkan sidang permusyawaratan
hakim yang bersifat rahasia dan setiap hakim harus menyampaikan
pertimbangannya secara tertulis, dan menjadi bagian tidak
terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor
48 tahun 2009),
5) Memungkinkan adanya dissenting oppinion dalam putusan hakim
yang harus dimuat dalam putusan (Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 48
tahun 2009),
6) Dalam putusan hakim harus dicantumkan rincian besarnya biaya
perkara yang harus dibayar (Pasal 181, 182, dan 183 HIR),
7) Setiap putusan hakim harus ditanda tangani oleh ketua dan hakim
anggota serta panitera yang menyidangkan perkara (Pasal 184 HIR
dan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009),
8) Terhadap putusan sela (preparatoir, insidentil, provisional maupun
interlocutoir) para pihak dapat meminta salinannya kepada
pengadilan dengan biaya sendiri (Pasal 185 HIR).
c. Macam-Macam Putusan Hakim
Hukum acara perdata mengatur mengenai putusan yaitu putusan
akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Pasal 185 ayat (1) HIR
menyatakan putusan hakim dibedakan dalam dua macam putusan yang
terdiri putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir.
1) Putusan Akhir
“Putusan akhir adalah suatu putusan yang bertujuan




suatu tingkat peradilan tertentu” (Sudikno Mertokusumo, 2002:
221). Putusan akhir ada dua jenis yaitu putusan yang belum
berkekuatan hukum tetap, dan putusan yang sudah berkekuatan
hukum tetap.
a) Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap
Putusan hakim yang belum menjadi tetap / vonnis
(sering disebut voorlopig gewijsde) adalah putusan yang
belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga
masih tersedia upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa
(http://edymulyasaputra.blogspot.com/2009/12/putusan-hak
im.html 31 Maret 2010 jam 20.04). Upaya hukum biasa
adalah upaya hukum untuk melawan putusan hakim yang
menurut ketentuan undang-undang masih terbuka
kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan
putusan tersebut, misalnya, mengajukan perlawanan,
banding, dan kasasi.
b) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap
“Putusan hakim yang telah menjadi tetap/gewijsde
(uiterlijk gewijsde) merupakan putusan hakim yang sudah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga hanya
tersedia upaya hukum khusus” (http://edymulyasaputra.
blogspot.com/2009/12/putusan-hakim.html 31 Maret 2010
jam 20.04). Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap adalah putusan hakim yang menurut ketentuan
undang-undang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk
menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan, banding
dan kasasi) untuk melawan putusan itu, kecuali upaya
hukum luar biasa. Jadi, putusan pengadilan yang sudah




2) Putusan Bukan Putusan Akhir
Putusan yang bukan putusan akhir disebut sebagai putusan
sela yaitu putusan yang berfungsi memperlancar proses
pemeriksaan perkara, sebelum dijatuhkan putusan akhir. Putusan
sela disebut dalam Pasal 185 ayat (1) HIR sebagai putusan bukan
putusan akhir.
Dalam Pasal 185 HIR mengatur bahwa putusan sela harus
diucapkan dimuka persidangan, tetapi putusan sela tidak dibuat
dalam putusan tersendiri, hanya ditulis dalam berita acara
persidangan (BAP). Jika yang berperkara menginginkan berita
acara tersebut, maka pengadilan boleh memberikan salinan otentik
berita acara sidang tersebut dengan membayar biaya salinan
(Abdulkadir Muhammad, 2008: 163).
Menurut Chidir Ali, dalam bukunya Responsi Hukum
Acara Perdata macam putusan yang dapat dijatuhkan hakim, yaitu
putusan akhir (eind-vonnis) dan putusan sela (tussen vonnis),
sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 185 HIR dengan kata
“keputusan yang bukan keputusan akhir”, yaitu bahwa putusan
tersebut tidak dimuat dengan surat tersendiri, melainkan
dimasukkan dalam proses verbal sidang pengadilan. Putusan sela
yang dijatuhkan oleh hakim tersebut hanya dapat dimintakan
banding bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 190 HIR)









Putusan preparatoir, insidentil, provisional maupun interlocutoir,
semuanya dalam hukum acara perdata disebut dengan putusan sela
saja.
d. Kekuatan Putusan Hakim
HIR tidak diatur mengenai kekuatan putusan hakim. Ada 3 macam
kekuatan putusan pengadilan dalam hukum acara perdata, yaitu kekuatan
mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan
untuk dilaksanakan:
1) Kekuatan Mengikat (bindende kracht)
Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap bersifat mengikat (bidende kracht, binding force). Dalam
hukum acara perdata dikenal istilah res judicata pro veritate
habetur, artinya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat. Apa yang telah
diputus oleh pengadilan dianggap benar dan pihak-pihak wajib
mematuhi dan memenuhi putusan tersebut (Abdulkadir
Muhammad, 2008: 175).
Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara
dengan menetapkan hak dan hukumnya. Jika para pihak yang
berperkara tidak mampu menyelesaikan perkaranya secara damai
dan kemudian menyerahkan penyelesaiannya kepada pengadilan,
berarti bahwa para pihak akan tunduk dan patuh terhadap putusan
pengadilan yang dijatuhkan. Putusan hakim harus dihormati oleh
para pihak dengan tidak melakukan tindakan yang bertentangan
dengan putusan tersebut. Putusan hakim mempunyai kekuatan




serta melaksanakan putusan hakim tersebut (H. Riduan Syahrani,
2000: 126).
2) Kekuatan Pembuktian (bewijzende kracht)
Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dapat digunakan sebagai alat bukti (bewijs, evidence) oleh
pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah
ditetapkan dalam putusan. Oleh karena hakim telah menemukan
kebenaran suatu peristiwa atau hubungan hukum yang telah terjadi
dipersidangan (kebenaran formil) kemudian menjatuhkan
putusannya, maka terhadap apa yang diputuskan hakim tersebut
dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) sehingga
memperoleh kekuatan bukti yang sempurna (volledig bewijskracht,
full force of evidence). Kekuatan pembuktian sempurna ini berlaku
antara pihak yang berperkara dan juga terhadap pihak ketiga,
sedangkan terhadap peristiwa lain hanya mempunyai kekuatan
bukti bebas atau sebagai praduga saja (vermoeden, presumption)
(Abdulkadir Muhammad, 2008: 176).
Putusan hakim dituangkan dalam suatu akta otentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga putusan
pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap dan
sempurna. Maksud dibuatnya putusan pengadilan dalam bentuk
akta otentik adalah dapat digunakan sebagai alat bukti
(pembuktian) dan berlaku pula bagi pihak ketiga dari yang kalah.
Sebagai contohnya, diatur dalam pasal 1918 KUHPerdata yang
mengatur bahwa
suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada
seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam




tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat
dibuktikan sebaliknya. (Pasal 1918 KUHPerdata).
Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
putusan hakim yang hukuman terhadap kejahatan atau pelanggaran
(putusan perkara pidana) dapat digunakan sebagai alat bukti dalam
perkara perdata terkait perbuatan yang telah dilakukan. Putusan
hakim (dalam perkara pidana) dapat digunakan sebagai alat bukti
untuk menuntut ganti kerugian, sedangkan putusan hakim dalam
perkara perdata kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada
pertimbangan hakim.
3) Kekuatan Eksekutorial (executoriale kracht)
Putusan hakim selain mempunyai kekuatan mengikat, dan
kekuatan pembuktian, juga mempunyai kekuatan untuk
dilaksanakan (eksekutorial). “Kekuatan eksekutorial adalah suatu
putusan hakim yang di maksudkan untuk menyelesaikan suatu
persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja,
melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara
paksa” (http://edymulyasaputra.blogspot.com/2009/12/putusan-
hakim.html 31 Maret 2010 jam 20.04).
Kekuatan untuk dilaksanakan (eksekutorial) suatu putusan
hakim diperoleh dari kepala putusan atau irah-irah yang
menyebutkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” judul putusan tersebut
lazimnya dianggap sebagai syarat bahwa putusan pengadilan dapat
dijalankan dengan paksa (mempunyai kekuatan untuk
dilaksanakan) (R Soeparmono, 2000: 122).




“Hukum acara perdata mengatur tiga jenis sifat putusan akhir.
Ketiga putusan akhir tersebut adalah putusan kondemnator (Condemnatoir
vonnis, condemnatory verdict), putusan deklarator (declaratoir vonnis,
declaratory verdict), dan putusan konstitutif (constitutief vonnis,
constitutive verdict)” (Abdulkadir Muhammad, 2008: 164).
1) Putusan Deklaratoir
Putusan deklaratoir adalah jenis putusan yang bersifat
hanya menerangkan atau menegaskan sesuatu keadaan hukum
semata-mata. Maksudnya putusan deklaratoir isinya bersifat
menerangkan atau menyatakan sesuatu tertentu yang dimohonkan
itu ada atau tidak ada, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa
adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Dalam
putusan deklarator yang dinyatakan adalah mengenai keadaan
hukum tertentu, apakah itu ada dan terjadi atau tidak ada. Putusan
deklarator bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum tertentu,
dan tidak bersifat mengadili karena tidak ada sengketa.
(Abdulkadir Muhammad, 2008: 165).
2) Putusan Konstitutif
“Putusan konstitutif yaitu putusan yang meniadakan atau
menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru” (Chidir Ali, 1987:
60).  Contohnya, adalah putusan perceraian, putusan yang
menyatakan seorang jatuh pailit, putusan pembatalan perkawinan
dan putusan pembatalan perjanjian.
Dalam putusan kontitutif tidak diperlukan adanya
pelaksanaan dengan cara paksaan karena dengan diucapkannya
putusan itu maka sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan





Putusan kondemnatoir adalah putusan yang bersifat
penghukuman, maksudnya putusan pengadilan yang menyatakan
menghukum salah satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan
putusan tersebut. Misalnya, dimana pihak tergugat dihukum untuk
menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya,
membayar hutang. Putusan kondemnator adalah putusan yang
membebani pihak yang kalah dengan hukuman (sanksi).
Hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman
dalam perkara pidana. Hukuman dalam perkara perdata berupa
kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh
pengadilan kepada pihak yang dikalahkan. Menghukum dapat
diartikan membebani kewajiban pada pihak yang kalah perkara
untuk berprestasi kepada pihak yang menang perkara. Prestasi
dapat berwujud memberi sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak
melakukan sesuatu. Putusan kondemnator merupakan suatu
pengakuan atau pembenaran hak penggugat atas suatu prestasi
yang dituntutnya yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Putusan
kondemnator dapat dilaksanakan dengan paksaan
(foercelijkexecutie, forcible execution) (Abdulkadir Muhammad,
2008: 164).
f. Bentuk, Isi, dan Sistematika Putusan Hakim
Pada dasarnya dalam HIR tidak mengatur mengenai bagaimana
putusan hakim harus dibuat, hanya mengeni apa yang harus termuat dalam
putusan hakim tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, suatu putusan
hakim terdiri atas empat bagian yaitu: kepala putusan, identitas para pihak,
pertimbangan, dan amar (Sudikno Mertokusumo, 2002: 212), “Isi
minimum dan sistematik suatu putusan hakim diatur dalam Pasal 178,
Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 185 HIR” (Retnowulan




sistematika putusan hakim tidak diatur dalam HIR, namun secara garis
besar bentuk, isi, dan sistematika putusan hakim terdiri atas, sebagai
berikut:
1) Kepala Putusan,
Setiap putusan hakim harus mempunyai rumusan kepala
putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” Rumusan kepala putusan tersebut memberikan kekuatan
eksekutorial pada putusan, apabila tidak disebutkan pada suatu putusan
hakim, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan hakim tersebut
(Sudikno Mertokusumo, 2002: 212).
2) Identitas Para Pihak,
Suatu sengketa perdata (gugatan) sekurang-kurangnya
mempunyai 2 pihak, yaitu Penggugat dan Tergugat, maka dalam
putusan hakim harus dimuat identitas dari masing-masing para pihak
(Sudikno Mertokusumo, 2002: 213).
3) Pertimbangan atau Konsiderans,
Pertimbangan atau consideran adalah dasar dari putusan hakim.
Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua yaitu:
pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa, dan pertimbangan
tentang hukumnya. Tentang duduk perkara atau peristiwa harus
dikemukakan oleh para pihak, sedangkan mengenai hukumnya adalah
menjadi urusan hakim yang memeriksa perkara. Yang dimuat dalam
pertimbangan adalah mengenai alasan-alasan hakim untuk
menjatuhkan putusan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat
atas putusan yang telah dijatuhkan (Sudikno Mertokusumo, 2002:
213).




Tentang duduk perkaranya dalam suatu putusan hakim
memuat ringkasan gugatan yang diajukan penggugat, jawaban
tergugat, replik penggugat, dan duplik tergugat. Selain itu juga
memuat mengenai alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.
Mengenai ringkasan gugatan dan jawaban gugatan yang dimuat
dalam tentang duduk perkaranya diatur dalam Pasal 184 ayat (1)
HIR.
Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas
gugatan dan jawaban, serta dasar alasan-alasan keputusan
itu: begitu juga keterangan, yang dimaksud pada ayat
keempat pasal 7. Reglemen tentang Aturan Hakim dan
Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia
dan akhirnya keputusan pengadilan, negeri tentang pokok
perkara dan tentang banyaknya biaya, lagi pula
pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah fihak
pada waktu mengumumkan keputusan itu (Pasal 184 ayat
(1) HIR).
b) Tentang Hukumnya,
Tentang hukumnya dalam suatu putusan hakim adalah
menjadi urusan hakim. Hakim dianggap mengetahui tentang
hukumnya. Hakim harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang
tidak dikemukakan oleh para pihak. Hal ini diatur dalam pasal 178
ayat (1) HIR. “hakim dalam waktu bermusyawarah karena
jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang
mungkin tidak dikemukakan oleh kedua pihak” (Pasal 178 ayat (1)
HIR).
Yang termuat dalam tentang hukumnya adalah mengenai
dalil-dalil yang diakui atau disangkal. Kemudian dari dalil yang
diakui atau disangkal tersebut diketahui siapa yang harus dibebani




dibuktikan dan tidak dapat dibuktikan. Yang terakhir yang termuat
dalam tentang hukumnya dalam suatu putusan hakim adalah
tentang pertimbagan hukum. Pertimbangan hukum berisi mengenai
dasar-dasar hukum yang diterapkan hakim dalam mengambil
keputusan. Putusan hakim harus memuat pasal tertentu dari
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili,
sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
4) Amar Putusan,
Pada hakekatnya amar atau dictum merupakan jawaban
tehadap petitum gugatan. Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib
mengadili semua bagian daripada tuntutan dan dilarang menjatuhkan
putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih
daripada yang dituntut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178
ayat (2) dan (3) HIR. “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian
gugatan” (Pasal 178 ayat (2)), “Ia tidak diizinkan menjatuhkan
keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau memberikan lebih dari
pada yang digugat” (Pasal 178 ayat (3)). Amar putusan memuat
mengenai apa yang dituntut oleh Penggugat dan diputus oleh hakim,
serta besarnya biaya perkara dan pihak yang dijatuhi hukuman untuk
membayar biaya perkara tersebut. Mengenai biaya perkara yang
dijatuhkan oleh hakim diatur dalam Pasal 181, Pasal 182, dan Pasal
183 HIR, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.
5) Penyebutan tanggal, bulan, dan tahun putusan dijatuhkan,






Suatu putusan hakim harus ditandatangani oleh ketua serta
hakim yang memutus perkara dan panitera yang menyidangkan
perkara, hal ini diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila ketua sidang
tidak dapat menandatangani putusan, maka penandatanganan
dilakukan oleh hakim anggota yang ikut memeriksa, yang pangkatnya
setingkat dibawah pangkat ketua. Apabila panitera berhalangan untuk
menanda tangani putusan, maka hal tersebut harus dinyatakan dengan
tegas dalam berita acara (Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara
Perdata Di Indonesia. httpid.shvoong.comlaw-and-politicslaw1968
749-bentuk-putusan-hakim-dalam-perkara.htm> 19 Agustus 2010
pukul 13.15 WIB).
2. Tinjauan Tentang Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)
a. Pengertian Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)
“Uitvoerbarr bij voorrad atau dalam bahasa indonesianya sering
diterjemahkan dengan putusan serta merta, adalah merupakan suatu
putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu, walaupun
terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau
Perlawanan oleh pihak yang kalah atau pihak ketiga yang merasa berhak”
(http://sofyanlubis.blogspot.com/2008/07/putusan-serta-merta-dari-segi-
hukum-dan.html [31 Maret 2010 pukul 20.34]).
b. Dasar Hukum Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)
Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) diatur dalam Pasal
180 ayat (1) HIR. Ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR mengatur bahwa:
Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan
itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika
ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang
berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih




demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam
perselisihan tentang hak kepunyaan (Pasal 180 ayat (1) HIR).
Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, diketahui bahwa
pengadilan negeri, dapat memerintahkan putusan dapat dijalankan terlebih
dahulu, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi. Dalam hal
menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar
bij voorraad), harus ada syarat yang dipenuhi, yaitu:
1) Ada surat yang syah (putusan didasarkan pada akta otentik),
2) Ada suatu surat tulisan (akta bawah tangan) yang menurut aturan
yang berlaku dapat diterima sebagai bukti,
3) Putusan didasarkan atas putusan terdahulu yang sudah mempunyai
kekuatan hukum pasti (tetap),
4) Dikabulkannya tuntutan dahulu (Provisionil),
5) Perkara mengenai hak milik (bezitrecht).
Jika putusan pengadilan didasarkan pada salah satu diantara syarat
tersebut, maka majelis hakim pengadilan dapat memerintahkan bahwa
putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad).
c. Pelaksanaan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)
Pada prinsipnya putusan hakim baru dapat dijalankan setelah
putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewijsde), tetapi dalam hal putusan hakim dengan ketentuan dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, maka setelah putusan hakim tersebut
dibacakan dalam sidang pembacaan putusan, seketika itu juga dapat
dilaksanakan.
d. Upaya Hukum Terhadap Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad)
Permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang
diajukan penggugat jika dikabulkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara,




adalah sama dengan putusan akhir, yaitu upaya hukum yang dapat
dilakukan adalah dengan mengajukan banding atas putusan tersebut
kepada pengadilan tinggi.
3. Tinjauan Tentang SEMA yang Mengatur Tentang Putusan Serta Merta
Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan tertinggi terhadap
penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung dapat memberikan petunjuk,
teguran atau peringatan-peringatan kepada pengadilan yang berada
dibawahnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Mahkamah Agung dapat
memberikan petunjuk atau instruksi yang dipandang perlu melalui surat-surat
edaran. Surat edaran ini yang disebut sebagai Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA).
Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan surat yang diterbitkan oleh
Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan,
yang ditujukan kepada semua pengadilan atau hakim di seluruh wilayah
Indonesia, yang berisi mengenai petunjuk, saran maupun peringatan dalam
penyelenggaraan peradilan.
Antara tahun 1958 sampai dengan diterbitkannya SEMA Nomor 3
Tahun 1971 telah dikeluarkan beberapa SEMA, seperti SEMA Nomor
13 Tahun 1964 tertanggal 10 Juli 1964 dan SEMA Nomor 5 Tahun
1969. Tujuan utama dari instruksi serta berbagai SEMA tersebut antara
lain:
a. Memberi peringatan kepada semua hakim, terutama hakim
pada tingkat peradilan pertama dan tingkat banding, agar
sangat berhati-hati dan cermat menjatuhkan putusan eksekusi
terlebih dahulu,
b. Memberi kewenangan kepada pengadilan tinggi dan
Mahkamah Agung untuk mencampuri putusan eksekusi
terlebih dahulu, berupa kewenangan untuk memerintahkan
penundaan eksekusi terlebih dahulu yang dijatuhkan
pengadilan negeri,
c. Oleh karena itu, sebagai tindakan pngawasan dan koreksi,
sebelum pengadilan negeri hendak menjalankan putusan




dahulu dari ketua pengadilan tinggi atau dari Mahkamah
Agung, dengan cara menyampaikan salinan putusan yang
bersangkutan sebagai bahan telaah bagi pengadilan tinggi atau
Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap, 2009: 257).
Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa SEMA yang mengatur
tentang putusan serta merta. SEMA-SEMA yang telah diterbitkan oleh
Mahkamah Agung tersebut antara lain:
a. SEMA Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan
Lebih Dulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad),
SEMA Nomor 13 Tahun 1964 diterbitkan oleh Mahkamah Agung
tanggal 10 Juli 1964 yang di dalamnya memuat mengenai penggunaan
lembaga putusan serta merta. Isi SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah
menyambung instruksi yang diberikan Mahkamah Agung tanggal 13
Februari 1950 No.348 K/5216/M kepada pengadilan negeri-pengadilan
negeri agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat dijalankan
lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun tergugat mengajukan
banding atau melakukan perlawanan. Instruksi ini dihubungkan dengan
nasehat dari Ketua Mahkamah Agung dalam beberapa pertemuan dengan
para hakim, agar putusan serta merta sedapat mungkin jangan diberikan,
apabila terlanjur diberikan jangan dilaksanakan. Oleh karena apabila
terhadap putusan tersebut dimintakan banding, maka:
1) Apabila suatu perkara dimintakan banding, maka perkara itu menjadi
mentah kembali,
2) Apabila putusan tersebut terlanjur dilaksanakan untuk kepentingan
penggugat, dan kemudian penggugat dikalahkan oleh pengadilan
tinggi, maka akan ditemui banyak kesulitan-kesulitan untuk
mengembalikan dalam keadaan semula.
Mengingat kenyataannya bahwa instruksi mahkamah agung dan
nasehat Ketua Mahkamah Agung tanggal 13 Februari 1950 No.348




negeri-pengadilan negeri yang memberikan putusan yang dapat dijalankan
lebih dahulu bahkan melaksanakan putusan-putusan tersebut walaupun
terhadap putusan tersebut dimintakan banding. Maka dari itu, Mahkamah
Agung sekali lagi menginstruksikan agar sedapat mungkin jangan
memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, atau apabila
benar-benar dipandang perlu memberikan putusan yang dapat dijalankan
terlebih dahulu, pelaksanaannya harus mendapat persetujuan lebih dahulu
dari Mahkamah Agung.
b. SEMA Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Putusan Yang Dapat Dijalankan
Lebih Dulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad),
SEMA Nomor 5 Tahun 1969 diterbitkan oleh Mahkamah Agung
tanggal 2 Juni 1969 yang isinya menegaskan kembali SEMA Nomor 13
Tahun 1964 terkait pelaksanaan putusan serta merta yang harus mendapat
persetujuan lebih dulu dari Mahkamah Agung, yaitu:
1) Bahwa yang dimaksud dalam SEMA Nomor 13 Tahun 1964 adalah
permintaan persetujuan untuk melaksanakan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad).
2) Apabila terhadap putusan serta merta tersebut diajukan permohonan
pemeriksaan tingkat banding, kemudian diajukan permintaan
persetujuan untuk dilaksanakan. Mahkamah Agung menyerahkan
kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk memeriksa,
mempertimbangkan dan memutus dapat atau tidaknya permintaan
persetujuan pelaksanaan putusan serta merta tersebut dikabulkan.
c. SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
SEMA Nomor 3 Tahun 1971 diterbitkan oleh Mahkamah Agung
pada tanggal 17 Mei 1971 dan terdiri atas 4 butir yaitu sebagai berikut:
1) Surat edaran tanggal 10 Juli 1964 (SEMA Nomor 13 tahun 1964) dan
2 Juni 1969 (SEMA Nomor 5 Tahun 1969) pada pokoknya bermaksud




serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Apabila benar-benar dipandang
perlu menjatuhkan putusan serta merta, maka pelaksanaan putusan
serta merta jika putusan tersebut diajukan banding, Mahkamah Agung
menyerahkan kepada pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk
memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus dapat atau tidaknya
permintaan persetujuan pelaksanaan putusan serta merta tersebut
dikabulkan.
2) SEMA Nomor 13 Tahun 1964 dan Nomor 5 Tahun 1969 dikeluarkan
berdasarkan kenyataan bahwa sementara hakim-hakim pada
pengadilan negeri tidak atau kurang memperhatikan syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang mengenai lembaga putusan serta
merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1)
HIR. Keadaan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan dan
Mahkamah Agung memandang sudah saatnya untuk mempercayakan
penerapan lembaga putusan serta merta kepada pengadilan negeri
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan diterbitkannya
SEMA Nomor 3 Tahun 1971, maka SEMA Nomor 13 Tahun 1964 dan
Nomor 5 Tahun 1969 dinyatakan dicabut.
3) Mahkamah Agung meminta perhatia dari ketua dan hakim pada
pengadilan negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan syarat-syarat
yang diperlukan untuk dapat menyatakan agar putusan dapat
dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan perlawanan atau banding
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu sebagai
beikut:
a) Ada surat authentik atau tulisan tangan (handscrif) yang
menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti,
b) Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) sebelumnya yang menguntungkan





c) Ada gugatan provisional yang dikabulkan,
d) Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitrecht.
Sekali lagi Mahkamah Agung meminta perhatian kepada ketua dan
hakim pada pengadilan negeri untuk sungguh-sungguh mengindahkan
hal-hal tersebut diatas dan sangat berhati-hati menggunakan lembaga
putusan serta merta, karena apabila di dalam tingkat banding atau
kasasi putusan pengadilan negeri tersebut dibatalkan akan timbul
banyak kesulitan dalam mengembalikan pada keadaan semula.
4) Apabila terdapat suatu kekeliruan atau kekhilafan yang menyolok,
Mahkamah Agung berdasarkan kekuasaan yang ada padanya untuk
mengawasi jalannya peradilan yang baik dan begitu pula pengadilan
tinggi berdasarkan pelimpahan wewenang tersebut selalu dapat
memerintahkan penundaan pelaksanaan putusan pengadilan negeri.
d. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
SEMA Nomor 6 Tahun 1975 diterbitkan oleh Mahkamah Agung
pada tanggal 1 Desember 1975 dan di dalamnya memuat sebagai berikut.
Untuk mengatur mengenai penggunaan putusan serta merta sebagaimana
diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, telah dikeluarkan SEMA Nomor 3
Tahun 1971 tenggal 17 Mei 1971 dan surat Mahkamah Agung tanggal 30
Mei 1975 No.158/0254/I/UM/1975 kepada Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat serta mengingat SEMA Nomor 2 Tahun 1975 tanggal 28
Agustus 1975, masalah eksekusi putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) masih dapat menimbulkan masalah.
Pasal 180 ayat (1) HIR memberikan suatu kewenangan diskretioner
kepada hakim yang tidak imperatif sifatnya, maka dengan ini diminta
untuk tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat-syarat




tidak dapat dihindari, putusan serta merta yang sangat eksepsionil sifatnya
dijatuhi.
Hendaknya perlu diingat dalam memberikan putusan serta merta
yaitu:
1) Apabila ada conservatoir beslag yang harga barang-barang yang disita
tidak akan mencukupi untuk menutup jumlah yang digugat,
2) Jika dipandang perlu dengan jaminan oleh pihak pemohon
eksekusiyang seimbang, dengan catatan:
a) Bahwa benda-benda jaminan hendaknya yang mudah disimpan
dan mudah digunakanuntuk penggantian pelaksanaan jika
putusan yang bersangkutan tidak dibenarkan oleh hakim
banding atau kasasi,
b) Jangan menerima penjaminan orang (borg) untuk
menghindarkan pemasukan pihak ketiga dalam proses
c) Penentuan benda serta jumlahnya terserah kepada ketua
pengadilan negeri,
d) Benda-benda jaminan dicatat dalam daftar tersendiri seperti
daftar benda-benda sitaan dalam perkara perdata.
Pada saat mengucapkan putusan serta merta, putusan atau setidak-
tidaknya konsepnya sudah harus selesai yang memuat dasar-dasar apa
yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan putusan serta
merta tersebut. Jika ada permohonan penundaan eksekusi maka dua
minggu setelah diucapkan, salinan putusan harus sudah dikirim ke
pengadilan tinggi, sedapat-dapatnya disertai berkas perkaranya yang sudah
diminitur. Dalam waktu dua minggu setelah menerima permohonan





Berdasarkan Pasal 4 SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Mahkamah
Agung mengingatkan akan wewenangnya untuk mngawasi jalannya
peradilan yang baik. Wewenang tersebut dimiliki pula oleh pengadilan
tinggi berdasarkan pelimpahan dan dapat memerintahkan penundaan
pelaksanaan putusan pengadilan negeri jika tidak dipenuhi syarat-syarat
seperti tercantum dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan penundaan tersebut
diperintahkan dengan surat.
e. SEMA Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad,
SEMA Nomor 3 Tahun 1978 diterbitkan oleh Mahkamah Agung
pada tanggal 1 April 1978 dan di dalamnya mengatur bahwa berdasarkan
hasil rapat kerjasama antara Mahkamah Agung dengan para ketua
pengadilan tinggi se-Indonesia di Jakarta tanggal 27 Februari 1978 sampai
dengan 1 Maret 1978 antara lain mengenai putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad), mengingat pula SEMA Nomor 3 Tahun 1971
tanggal 17 Mei 1971, surat Mahkamah Agung No.158/0254/I/UM/1975
tanggal 30 Mei 1975, SEMA Nomor 2 Tahun 1975 tanggal 28 Agustus
1975, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Dengan
diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 1978, ditegaskan kembali agar
ketua dan hakim pengadilan negeri di seluruh Indonesia tidak menjatuhkan
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun syarat-syarat
dalam Pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi.
Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan serta
merta yang sagat eksepsional dapat dijatuhkan, dengan mengingat syarat-
syarat yang tercantum dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1
Desember 1975
Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan
tinggi terhadap ketepatan putusan serta merta yang dijatuhkan oleh hakim




dua minggu setelah putusan tersebut diucapkan, pengadilan negeri yang
bersangkutan harus mengirimkan salinan putusannya kepada pengadilan
tinggi dan tembusannya kepada Mahkamah Agung.
f. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar
Bij Vooraad) Dan Provisionil,
1) Latar Belakang Diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diterbitkan oleh Mahkamah
Agung sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan peradilan
sebagaimana menjadi wewenangnya untuk mengatur kembali tentang
penggunaan lembaga putusan serta merta. Latar belakang
diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah bahwa berdasarkan
hasil pengamatan dan pengkajian oleh Mahkamah Agung tentang
putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan putusan
provisionil yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dan pengadilan
agama yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang
di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara
Untuk Luar Jawa - Madura (RBg) telah menemukan fakta-fakta yaitu:
a) Putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang
keauntentikannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti
yang juga autentik.
b) Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan
pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan
petitum tentang putusan yang dapat dilaksanakan terlebih
dahulu (serta merta) dan tuntutan provisionil.
c) Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan putusan serta
merta oleh hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal
180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR)





d) Untuk melaksanakan putusan serta merta dan putusan
provisionil, ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan
agama meminta persetujuan ke pengadilan tinggi dan
pengadilan tinggi agama tanpa disertai dokumen surat-surat
pendukung.
e) Pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama tanpa meneliti
secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos,
pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan
permohonan ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan
agama untuk melaksanakan putusan serta merta yang
dijatuhkan.
f) Ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama serta para
hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan
SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA
No.3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 BRv.
Sebelum menjatuhkan putusan serta merta dan mengajukan
permohonan izin untuk melaksanakan putusan serta merta.
2) Substansi SEMA Nomor 3 Tahun 2000
Selain menginstruksikan kepada ketua dan hakim pada
pengadilan negeri dan pengadilan agama untuk mempertimbangkan,
memperhatikan, dan mentaati syarat dalam menjatuhkan putusan serta
merta dan provisionil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 ayat
(1), Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk kepada ketua
pengadilan negeri, ketua pengadilan agama dan para hakim pada
pengadilan negeri dan pengadilan agama dalam menjatuhkan putusan
serta merta dan provisionil. Petunjuk tersebut yaitu tidak boleh
menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal:
a) Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat




tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang
tidak mempunyai kekuatan bukti.
b) Gugatan tentang hutang - piutang yang jumlahnya sudah pasti
dan tidak dibantah.
c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan
lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah
habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya
sebagai penyewa yang beritikad baik.
d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan
(gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai
mempunyai kekuatan hukum tetap.
e) Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar
hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 BRv.
f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai
hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta
Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, juga di instruksikan
kepada pengadilan negeri dan pengadilan agama bahwa setelah
putusan serta merta dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri dan
hakim pengadilan agama, selambat-lambatnya selama tiga puluh hari
(30 hari) setelah putusan diucapkan, turunan putusan yang sah
dikirimkan kepada pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama.
Apabila terhadap putusan serta merta dan putusan provisionil
oleh penggugat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri
dan ketua pengadilan agama untuk dilaksanakan, maka permohonan




tinggi dan pengadilan tinggi agama dengan disertai pendapat dari ketua
pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama yang bersangkutan.
Mahkamah Agung juga menginstruksikan pula bahwa untuk
mencegah adanya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian pada
pihak lain, maka dalam mengabulkan putusan serta merta dan
provisionil, diberikan adanya suatu jaminan yang nilainya sama
dengan nilai barang atau objek eksekusi, jika ternyata di kemudian hari
putusan serta merta yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama
dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 3 tahun 2000, SEMA
SEMA yang mengatur tentang putusan serta merta sebelumnya
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. SEMA-SEMA tersebut
yaitu SEMA No.16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA
No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait.
Dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 angka 9, menyatakan
bahwa kepada ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan agama, para
hakim pengadilan negeri dan pengadilan agama agar dengan sungguh-
sungguh melaksanakan petunjuk dalam SEMA tersebut dengan penuh
tanggung jawab, selain itu juga ada ancaman jika terjadi
penyimpangan dalam pelaksanaan putusan serta merta, maka
Mahkamah Agung akan mengabil tindakan terhadap pejabat yang
bersangkutan.
g. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil
SEMA Nomor 4 Tahun 2001 diterbitkan oleh Mahkamah Agung
pada tanggal 20 Agustus 2001 dan substansinya adalah menegaskan
kembali penggunaan lembaga putusan serta merta yang diatur dalam




pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Dalam rangka
memenuhi tuntutan reformasi, pimpinan Mahkamah Agung memandang
perlu menegaskan kembali kepada para ketua pengadilan negeri dan ketua
pengadilan agama di seluruh Indonesia agar lebih meningkatkan tanggung
jawab dan tanggap terhadap tuntutan dan perkembangan masyarakat yang
menginginkan hal-hal seperti pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) atau kejahatan yang menyangkut kepentingan publik
pada umumnya.
Berdasarkan bahwa pimpinan Mahkamah Agung semakin banyak
menerima tuntutan, keluhan mengenai putusan atau eksekusi putusan serta
merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, maka sekali lagi
ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta
hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan
berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta
Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan
dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)
tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar
bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7
SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan "adanya pemberian jaminan
yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak
menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudikan hari
dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat
pertama.” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan
serta merta. Lebih lanjut apabila majelis akan mengabulkan permohonan
serta merta harus memberitahukan kepada ketua pengadilan.
B. Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan suatu alur berpikir peneliti dalam




logika hukum guna menjawab permasalahan yang akan diteliti. Kerangka
penelitian ini peneliti sajikan dalam bentuk bagan dan kemudian penjelasannya.
Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:













Nomor 3 Tahun 2000)
Implikasi Yuridis SEMA No.3














Pasal 180 ayat (1) HIR,










Kerangka pemikiran diatas menggambarkan alur pemikiran peneliti yaitu
mengenai konsep komparasi (perbandingan). Dalam penelitian ini disajikan
mengenai perbandingan antara dua putusan pengadilan yang didalamnya memuat
putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). yang menjadi pembanding dalam
penelitian ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
(uitvoerbaarbij voorraad) dan Provisionil. Putusan Hakim Nomor: 84/Pdt.G/
1997/PN.Ska merupakan putusan yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
Negeri Surakarta sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sedangkan
Putusan hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska merupakan putusan yang diperiksa
dan diputus Pengadilan Negeri Surakarta setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3
Tahun 2000.
Dari alur pemikiran dalam penelitian ini bahwa Putusan Hakim Nomor
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan 94/Pdt.G/2002/PN.Ska didalamnya terdapat
permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh penggugat dan dikabulkan
oleh majelis hakim. Dalam menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaarbij
voorraad) pada kedua putusan tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan
hukumnya yang didasarkan pada Pasal 180 ayat (1) HIR, sedangkan terhadap
Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska dikaitkan dengan SEMA Nomor 3
Tahun 2000. Kemudian mengenai keterkaitan SEMA Nomor 3 Tahun 2000,
dalam penelitian ini, juga dikaji mengenai implikasi yuridis SEMA Nomor 3
Tahun 2000 terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
Dari alur pemikiran diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian
studi perbandingan ini adalah mengenai pertimbangan majelis hakim dalam
Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, yang
telah mengabulkan permohonan serta merta dengan menjatuhkan putusan dengan




voorraad) dan kemudian dikaitkan dengan dasar hukum dalam menjatuhkan
putusan serta merta dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian hukum yang penulis lakukan mengenai perbandingan
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta
(uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dalam
Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska. Dalam BAB III ini penulis akan menyajikan hasil
penelitian dan pembahasan yang akan menjawab permasalahan yang telah
dirumuskan sebelumnya.
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang penulis peroleh ketika melakukan penelitian, akan
penulis sajikan dalam sub bab Hasil Penelitian ini yang terdiri atas dua putusan
Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/
PN.Ska. dan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska. Dari kedua putusan
hakim tersebut, akan penulis sajikan secara singkat yaitu sebagai berikut:
1. Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska.
a. Identitas Para Pihak
1) Identitas Penggugat
Nama : NY. TUM SUL
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kepatihan Wetan Rt. 05 Rw.I, Kelurahan
Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya
Surakarta
2) Identitas Tergugat
Nama : M. NUR,
Pekerjaan : Penjahit,
Alamat : Kp. Trunosuran Nomor 87, Kelurahan dan





b. Tentang Duduk Perkara
1) Gugatan Penggugat
Penggugat dalam gugatannya tanggal 20 Agustus 1997 yang
didaftarkan di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta
tanggal 26 Agustus 1997 dibawah register nomor 84/Pdt.G/1997/
PN.Ska mengemukakan sebagai berikut:
1. Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah SHM Nomor
520, luas kurang lebih 53 m2 berikut bangunan rumah petak yang
terletak di Kelurahan dan Kecamatan Pasar Kliwon, Kotamadya
Surakarta yang terkenal dengan nama rumah Kp. Trunosuran
Nomor 87, Pasar Kliwon, Surakarta, yang selanjutnya mohon
disebut sebagai tanah dan rumah sengketa,
2. Berdasarkan surat perjanjian kontrak rumah tertanggal 2 Januari
1985, yang dibuat oleh M. SUL (almarhum Penggugat) dengan
Tergugat. Tanah dan rumah sengketa tersebut disewa secara
kontrak oleh Tergugat untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun,
yaitu terhitung sejak tanggal 1 Januari 1984 s/d tanggal 31
Desember 1986,
3. Setelah masa berakhirnya perjanjian sewa kontrak tersebut pada
tanggal 31 Desember 1986, atas perjanjian tersebut tidak diadakan
perjanjian perpanjangan lain, karena Penggugat tidak menghendaki
untuk mengontrakkan tanah dan rumah sengketa tersebut,
4. Sejak berakhirnya masa kontrak tersebut pada tanggal 31
Desember 1986, Penggugat sudah berulangkali menghubungi
Tergugat dengan meminta secara musyawarah kekeluargaan agar
Tergugat bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah dan
rumah sengketa tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak
bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah




5. Dengan demikian jelas, penghunian Tergugat atas tanah dan rumah
sengketa terhitung sejak tanggal 1 Januari 1987 sampai sekarang
adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan
sangat merugikan Penggugat,
6. Atas perbuatan tersebut Penggugat menuntut Tergugat agar
Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah dan
rumah sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat dalam
keadaan kosong,
7. Dengan adanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang
dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi
kepada Tergugat uang sebesar Rp 5 000 000,- (lima juta rupiah)
per tahun terhitung sejak berakhirnya masa kontrak tersebut pada
tanggal 31 Desember 1986 sampai dengan Tergugat menyerahkan
tanah dan rumah dalam keadaan kosong kepada Penggugat,
8. Untuk menjamin agar Tergugat segera melaksanakan putusan
setelah diputus oleh pengadilan, Penggugat mohon agar Tergugat
dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi
putusan ini,
9. Oleh karena gugatan diajukan Penggugat dengan didukung
oleh bukti autentik, maka mohon agar putusan dalam perkara
ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, verzet,
maupun kasasi,
10. Untuk melindungi Penggugat dari tindakan-tindakan yang dapat
merugikan Penggugat, Penggugat mohon kepada majelis hakim
pemeriksa perkara ini berkenan melakukan sita jaminan terlebih
dahulu atas tanah dan bangunan SHM 520, Kelurahan dan




11. Oleh karena gugatan ini ditimbulkan dari adanya perbuatan
Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut:
a) Primair,
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan
bangunan di SHM 520, Kelurahan dan Kecamatan Pasar
Kliwon, Surakarta,
3. Menyatakan perjanjian sewa kontrak rumah tanggal 2 Januari
1984 yang dibuat oleh M SUL (almarhum suami Penggugat)
dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31 Desember
1986,
4. Menyatakan bahwa penghunian Tergugat atau siapa saja yang
mendapat hak dari padanya setelah berakhirnya perjanjian sewa
kontrak rumah selama tiga tahun pada tanggal 31 Desember
1986 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan
hukum,
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak
dari tanah dan rumah sengketa untuk mengosongkan dan
menyerahkannya kepada Penggugat dengan tanpa syarat
apapun, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat secara tunai uang sebesar Rp 5 000 000,- (lima juta
rupiah) per tahun yang dihitung dari tanggal 31 Desember 1986
sampai dengan Tergugat menyerahkan tanah dan rumah
sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat,
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa




ribu rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai memenuhi bunyi
putusan dalam perkara ini,
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksankan
terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada
upaya hukum banding, verzet, maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini.
b) Subsidair,
Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peradilan yang baik dan
benar (ex aequo et bono).
2) Jawaban Tergugat
a) Dalam Eksepsi
(1) Penggugat salah menyebutkan atau menulis nama Tergugat,
sehingga gugatan Penggugat secara formil cacat hukum,
1. Gugatan Penggugat ditujukan kepada sesesorang
bernama M. NUR sebagai subjek hukum Tergugatnya,
padahal nama Tergugat itu yang benar bukan M. NUR
tetapi NOOR alias M. NUR Z,
2. Oleh karena Penggugat salah dalam menyebutkan atau
menulis nama Tergugat, maka secara formil gugatan
Penggugat cacat hukum dan oleh karena itu seharusnya
gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.
(2) Objek gugatan tidak jelas batas-batasnya sehingga gugatan
Penggugat kabur (obscuur libel),
1. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas secara
jelas dari tanah dan rumah sengketa, hanya menyebutkan
letaknya di Kelurahan dan Kecamatan Pasar Kliwon,
Kotamadya Surakarta yang terkenal dengan nama rumah




2. Mengenai letak tanah dan rumah yang ditempati oleh
Tergugat sekarang ini bukan terkenal dengan nama rumah
Kp. Trunosuran Nomor 87 tetapi rumah di Jl. Kapten
Mulyadi Nomor 154 Pasar Kliwon, Surakarta,
3. Oleh karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan
batas tanah-tanah dan rumah sengketa, juga letak rumah
yang ditempati oleh Tergugat bukan terkenal dengan nama
rumah Kp. Trunosuran Nomor 87 tetapi di Jl. Kapten
Mulyadi Nomor 154 Pasar Kliwon Surakarta, maka objek
gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur
(obscuur libel). Oleh karena itu seharusnya gugatan
Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan tidak dapat
diterima.
b) Dalam Pokok Perkara
(1) Dalam Konpensi
1. Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan asal mula
Tergugat menempati rumah yang sekarang dikenal terletak
di Jl. Kapten Mulyadi Nomor 154 Surakarta dan juga tidak
menguraikan asal-usul tanah SHM Nomor 520, luas + 53
m2 yang terletak di Pasar Kliwon Surakarta. Jika dua hal
tersebut di uraikan oleh Penggugat maka permasalahan
yang ada tidak hanya sesimpel apa yang di dalilkan dan di
tuntut oleh Penggugat terhadap Tergugat. Jadi dalam
mengajukan gugatan dalam perkara ini Penggugat telah
bertindak sebagai orang yang beritikat tidak baik dalam
menyelesaikan masalah yang ada antara Penggugat dengan
Tergugat,
2. Tergugat menempati tanah dan rumah sengketa sejak tahun
1966 atas dasar pengoperan hak sewa (ngedyap) dari




rumah bernama Bapak KI HARD. Pengoperan hak sewa
pada waktu itu dilakukan dengan membayar uang ganti rugi
atau uang kunci sebesar Rp 7 200 000,- (tujuh juta dua ratus
ribu rupiah). Uang tersebut dibagi antara LBT sebagai
penyewa lama dan KI HARD sebagai pemilik rumah.
Selain ganti rugi uang tersebut Tergugat juga masih harus
membayar uang sewa tiap bulannya kepada bapak KI
HARD,
3. Sejak tahun 1966 sampai pada tahun 1986 Tergugat tetap
menyewa tanah dan rumah sengketa. Sebagai seorang
penyewa yang baik Tergugat selalu membayar uang sewa
secara rutin bahkan Tergugat juga memelihara dan
memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap rumah sewa
atas biaya Tergugat sendiri. Dalam kurun waktu sejak tahun
1966 hingga 1986 Tergugat selalu memperbaharui
perjanjian sewa untuk waktu 3 tahun, dimana setiap akan
habis masa sewa selalu diadakan musyawarah untuk sewa
beikutnya dan ketentuan ini tercantum di perjanjian yang
dibuat rangkap dua, satu dipegang yang menyewakan dan
satunya dipegang Tergugat sebagai penyewa,
4. Pemilik tanah dan rumah sengketa yang ditempati oleh
Tergugat tersebut juga berganti-ganti, mulai dai BP. KI
HARD, BAPAK TAS, BAPAK AF (SUAMI IBU SA dan
terakhir BAPAK M. SUL (suami Penggugat),
5. Setiap perjanjian sewa diperbaharui di dalamnya selalu
tercantum klausula: “bila masa persewaan habis, kedua
belah pihak bila perlu dapat mengadakan musyawarah
lagi.” Sebelum masa sewa rumah habis pada tanggal 31
Desember 1986, Tergugat sudah menyampaikan kepada




memperpanjang sewa rumah tetapi tidak ada tanggapan dari
pemilik rumah, kemudian Tergugat mengirim uang sewa
kepada pemilik rumah lewat wesel pos, hal ini Tergugat
lakukan sebagai pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai
seorang penyewa,
6. Tanpa adanya musyawarah, tiba-tiba pada bulan Oktober
1994 oleh anak Penggugat bernama MOCH CO Tergugat
dilaporkan pidana kepada Kepolisian Sektor Pasar Kliwon
dengan tuduhan menempati rumah tanpa hak. Atas kasus
pidana tersebut akhirnya Tergugat diperiksa di persidangan
perkara pidana di Pengadilan Negeri Surakarta, tetapi
Tergugat diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Surakarta
dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, dan
putusan tersebut sekarang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap,
7. Penggugat baru sejak tahun 1993 sebagai pemilik tanah dan
rumah sengketa tersebut yang di dapat dari hasil pembagian
warisan dan pemisahan tanah SHM Nomor 517 Kelurahan
Pasar Kliwon. Oleh karena itu, sepantasnya Penggugat
sebagai pemilik baru tanah dan rumah sengketa
memperhatikan hak dan kewajiban Tergugat sebagai
seorang penyewa yang baik, bahkan dahulunya Tergugat
memperoleh hak sewa dengan membayar uang ganti rugi
atau uang kunci yang tidak sedikit jumlahnya,
8. Untuk menyelesaikan permasalahan sewa menyewa
tersebut Tergugat selalu bersedia diajak musyawarah
dengan baik, dalam arti hak-hak Tergugat sebagai penyewa
yang sudah lama dan sebagai penyewa yang baik minta
untuk dihargai, dan jika memang Tergugat sudah tidak




Tergugat minta agar uang kunci yang telah Tergugat
bayarkan pada tahun 1966 sebesar Rp 7 200 000,- (tujuh
juta dua ratus ribu rupiah) diganti oleh Penggugat yang
disesuaikan dengan kurs atau nilai uang sekarang,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga mengingat
Penggugat memiliki tanah atau rumah sengketa baru sejak
tahun 1993, Tergugat mohon majelis hakim dapat
memberikan putusan dalam perkara ini secara adil dengan
memperhatikan hak dan kepentingan Penggugat maupun
Tergugat.
(2) Dalam Rekonpensi
1. Sejak bulan Februari 1966 Tergugat telah menempati
rumah los dua petak. Rumah tersebut dahulu dikenal
sebagai rumah di Jalan Pasar Kliwon Nomor 85
Surakarta, sekarang dikenal sebagai rumah di Jl. Kapten
Mulyadi Nomor 154 Surakarta, dahulu milik KI HARD
yang selanjutnya mohon disebut sebagai rumah
sengketa. Penempatan atas rumah sengketa oleh
Penggugat Rekonpensi atas dasar mengoper hak sewa
dari SDR LBT dengan membayar uang ganti rugi atau
uang kunci sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus
ribu rupiah) kepada SDR. LBT. Uang tersebut dibagi
bersama Bapak KI HARD sebagai pemilik rumah,
2. Penempatan rumah sewa oleh Penggugat Rekonpensi
dengan cara pengoperan sewa tersebut telah diketahui
dan disetujui oleh pemilik rumah bernama BAPAK KI
HARD dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi
menyewa rumah tersebut kepada BAPAK KI HARD





3. Setelah menyewa tanah dan rumah sengketa kepada
BAPAK KI HARD, Penggugat Rekonpensi kemudian
berturut-turut menyewa tanah dan rumah sengketa
kepada BAPAK TAS, BAPAK AF dan BAPAK M.
SUL,
4. Sekarang Penggugat Rekonpensi tetap ingin menyewa
rumah sengketa. Akan tetapi sejak BAPAK M. SUL
meninggal dunia Tergugat Rekonpensi sebagai isterinya
tidak mau mengadakan perpanjangan sewa menyewa
rumah sengketa. Kemudian Tergugat Rekonpensi
sekarang telah menggugat Penggugat Rekonpensi untuk
mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah
sengketa kepada Tergugat Rekonpensi tanpa mau
memberikan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi
atas uang kunci yang telah Penggugat Rekonpensi
keluarkan pada tahun 1966 sewaktu Penggugat
Rekonpensi mengoper hak sewa tanah dan rumah
sengketa dari SDR LBT,
5. Penggugat Rekonpensi tidak keberatan untuk
mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah
sengketa kepada Tergugat Rekonpensi. Akan tetapi,
Penggugat Rekonpensi minta Tergugat Rekonpensi
membayar ganti rugi atas uang kunci yang telah
dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi ketika pada
tahun 1966 mengoper hak sewa rumah sengketa dari
SDR LBT sebesar Rp 7 200 000,- (tujuh juta dua ratus
ribu rupiah) yang sepantasnya harus disesuaikan dengan
kurs atau nilai uang sekarang,
6. Uang sebesar Rp 7 200 000,- (tujuh juta dua ratus ribu




paling tidak telah lipat 3 kali (3X) sehingga tidak
berlebihan jika ganti rugi yang dituntut Penggugat
Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi dalam
perkara ini sebesar 3 X Rp 7 200 000,- = Rp 21 600
000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah),
7. Untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi tidak
sia-sia, Penggugat Rekonpensi mohon kepada majelis
hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan
penyitaan yang dijalankan terlebih dahulu sebelum
perkara ini diputus, yaitu terhadap sebidang tanah SHM
Nomor 520 luas + 53 m2, berikut bangunan rumah dan
segala sesuatu yang berdiri atau tertanam diatasnya
yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi Nomor 154
Surakarta milik Tergugat Rekonpensi.
Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Konpensi atau
Penggugat Rekonpensi mohon Yth. majelis hakim pemeriksa perkara
ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
1. Menerima eksepsi Tergugat,
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk
sebagian, sepanjang mengenai pengosongan dan penyerahan rumah
sengketa oleh Tergugat Konpensi kepada Penggugat Konpensi.
Dalam Rekonpensi:





2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di jalankan
terlebih dahulu terhadap sebidang tanah SHM Nomor 520 luas +
53 m2, berikut bangunan rumah dan segala sesuatu yang berdiri
atau tertanam di atasnya, yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi
Nomor 154 Surakarta milik Tergugat Rekonpensi,
3. Menyatakan pengguat Rekonpensi telah menempati rumah
sengketa sejak 1966 dengan cara mengoper hak sewa dari SDR
LBT di sertai dengan pembayaran ganti rugi atau uang kunci
sebesar Rp 7 200 000,- oleh Penggugat Rekonpensi,
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi menempati rumah sengketa
sejak tahun 1966 hingga sekarang atas dasar alas hak yang sah dan
sebagai seorang penyewa yang baik,
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak memperoleh ganti rugi
atas uang kunci yang telah di keluarkan pada tahun 1966, yang
sekarang di perhitungkan sebesar 3 X Rp 7 200 000,- = Rp 21 600
000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dari Tergugat
Rekonpensi sebagai pemilik rumah sengketa yang sekarang,
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi yang sekarang sebagai pemilik
rumah sengketa untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 21 600
000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut kepada
Penggugat Rekonpensi bersamaan dengan Penggugat Rekonpensi
menyerahkan rumah sengketa dalam keadaan kosong kepada
Tergugat Rekonpensi.
Dalam Konpensi dan Rekonpensi:
Menghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi




c. Pembuktian di Persidangan
1) Bukti dan Saksi Penggugat
a) Bukti Penggugat
1. Fotokopi SHM Nomor 520 atas nama NY TUM SUL (P.1),
2. Fotokopi surat perjanjian kontrak rumah antara M.SUL (Suami
Penggugat) dengan M. NUR (Tergugat) (P.2).
b) Saksi Penggugat
(1) M. ZUB, SH, karyawan Badan Pertanahan Negara Kota
Surakarta,
1. Menyatakan bahwa tanah dengan SHM Nomor 520 luas +
53 m2 terletak di Kelurahan dan Kecamatan Pasar Kliwon
Kotamadya Surakarta, tercatat atas nama NY TUM SUL,
2. SHM Nomor 520 itu pecahan dari SHM Nomor 517 atas
nama KI HARD yang dipecah menjadi 6 (enam) bagian,
yaitu:
a. SHM Nomor 518 atas nama MUH AR;
b. SHM Nomor 519 atas nama NY KA;
c. SHM Nomor 520 atas nama TUM SUL;
d. SHM Nomor 521 atas nama SA/AF DAN MUH
TOJIB;
e. SHM Nomor 522 atas nama AS;
f. SHM Nomor 523 atas nama AU;
2) Bukti dan Saksi Tergugat
a) Bukti Tergugat
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 0767/03992/031003
tanggal 17-07-1995 atas nama NOOR (T.1),
2. Surat pemindahan hak sewa tanggal 15 Januari 1966 dari pihak




3. Kwitansi tanda pembayaran pengoperan hak sewa rumah dari
SDR NOOR sejumlah Rp. 7.200.000,00 (T,3),
4. Surat perjanjian penyewa rumah tanggal 1 Februari 1966 antara
pemilik KI HARD dengan penyewa M. NUR (T.4),
5. Surat pernyataan tanggal 1 Februari 1970 dari LBT sebagai
penyewa lama (T.5),
6. Surat perjanjian sewa menyewa rumah dalam jangka waktu
selama lima tahun antara M. NUR dan M TA (T.6),
7. Surat perjanjian sewa menyewa rumah dalam jangka waktu
selama tiga tahun antara M. SUL dan M NUR (T.7),
8. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Februari 1975
sebesar Rp. 3000,- (T.8),
9. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Desember 1976
sebesar Rp. 3000,- (T.9),
10. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Januari 1976
sebesar Rp. 63.000,- (T.10),
11. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Nopember 1976
sebesar Rp. 3.000,- (T.11),
12. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 April 1977 sebesar
Rp. 3.000,- (T.12),
13. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Oktober 1977
sebesar Rp. 3.000,- (T.13),
14. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Januari 1978
sebesar Rp. 3.000,- (T.14),
15. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Juli 1978 sebesar
Rp. 3.000,- (T.15),
16. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Juli 1980 sebesar
Rp. 3.000,- (T. 16),
17. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 Januari 1981




18. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 6 maret 1982
sebesar Rp. 5.000,- (T.18),
19. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 5 Juni 1984 sebesar
Rp. 10.000,-(T.19),
20. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 4 Desember 1986
sebesar Rp. 10.000,- (T.20),
21. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 1 Juli 1986 sebesar
Rp. 10.000,- (T.21),
22. Kwitansi pembayaran sewa rumah tanggal 21 Desember 1986
sebesar Rp. 10.000,- (T.21),
23. Wesel Pos Nomor Resi 000491 dari DIAN ISTANHANY
untuk ibu SUL sebesar Rp. 40.000,- (T.23),
24. Wesel Pos Nomor Resi 002126 dari NY NOORJANI untuk ibu
SUL sebesar Rp. 20.000,- (T.24),
25. Wesel Pos Nomor Resi 007109 dari BP NOORJANI untuk ibu
SUL sebesar Rp. 30.000,- (T.25),
26. Wesel Pos Nomor Resi 011599 dari BP NOORJANI untuk ibu
SUL sebesar Rp. 40.000,- (T.26),
27. Wesel Pos Nomor Resi 011365 dari DIAN ISTANHANY
untuk ibu SUL sebesar Rp. 110.000,- (T.27),
b) Saksi Tergugat
(1) HAN, kakak ipar Tergugat,
1. Menyatakan bahwa Tergugat menempati rumah tersebut
sejak tahun 1966 dengan cara mengoper sewa dari LBT
dengan membayar uang kunci sebesar Rp 7 200 000,-
(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada tahun 1966,
2. Uang kunci sebesar Rp 7 200 000,- itu kemudian dibagi 2
(dua) antara LBT dan KI HARD sebagai pemilik rumah,
3. Mengetahui tentang pengoperan hak sewa dengan uang




4. Sekarang tidak tahu siapa pemilik rumah sengketa itu.
(2) SAL MIN,
1. Menyatakan bahwa Tergugat sejak tahun 1966 sampai
sekarang bertempat tinggal di rumah sengketa,
2. Pernah dengar kalau Tergugat menempati rumah itu dapat
ngoper dari cina bakul mori,
3. Tidak tahu siapa pemilik rumah itu.
d. Pertimbangan Majelis Hakim
1) Dalam Eksepsi
1. Karena eksepsi Tergugat tidak mengenai kewenangan Pengadilan
Negeri Surakarta untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka
eksepsi tersebut diputus bersama-sama putusan akhir,
2. Mengenai eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat kabur atau
cacat hukum, majelis hakim mempertimbangkan bahwa penulisan
nama dan alamat Tergugat telah benar seperti terurai dalam
jawaban Tergugat dalam eksepsi, demikian juga seperti tersebut
dalam surat perjanjian kontrak rumah antara suami Penggugat dan
Tergugat. Demikian juga tentang objek sengketa, setelah diadakan
pemeriksaan tempat oleh majelis, teryata baik Penggugat maupun
Tergugat menyatakan bahwa memang tanah itulah yang menjadi
sengketa,
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat ditolak.
2) Dalam Pokok Perkara
a) Dalam Konpensi
1. Oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat,
maka Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan
kebenaran dalil gugatannya.
2. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat




a. Surat tanah SHM Nomor 520 atas nama NY TUM SUL
(P.1),
b. Surat perjanjian kontrak rumah (P.2).
Saksi M ZUB dari BPN Kotamadya Surakarta, menerangkan
SHM Nomor 520 benar atas nama NY TUM SUL.
3. Dari surat bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.1 dan P.2 dan
keterangan saksi M ZUB serta pengakuan Tergugat sendiri dan
bukti surat yang diajukan Tergugat (T.7) maka terungkaplah
fakta tetap, yaitu:
a. Bahwa benar rumah dan tanah sengketa milik Penggugat,
b. Bahwa benar kontak rumah sengketa antara Tergugat
dengan M SUL berakhir tanggal 31 Desember 1986 dan
tidak ada perpanjangan,
c. Bahwa benar Tergugat sampai sekarang masih menempati
rumah sengketa.
4. Persolalan mengenai apakah Tergugat menempati rumah
sengketa itu melawan hukum atau tidak, majelis hakim
mempertimbangkan:
a. Tergugat menempati rumah sengketa sejak tahun 1966
dengan alasan memperoleh dari mengoper hak sewa dari
LBT dengan persetujuan pemilik rumah yaitu KI HARD
dengan memberi uang kunci sebesar Rp 7 200 000,-
Mengenai alasan tersebut, majelis hakim
mempertimbangkan bahwa soal uang kunci tidak dikenal
dalam hukum, andaikan hal itu terjadi tidak berarti bahwa si
pemberi uang kunci (dalam hal ini Tergugat) berhak
menempati rumah tersebut seumur hidup. Sebenarnya hal
ini telah disadari Tergugat, terbukti dengan diadakannya




AF dan terakhir M. SUL) oleh karena itu alasan ini
haruslah ditolak,
b. Alasan Tergugat bahwa Tergugat ingin memperpanjang
kontrak sewa rumah tersebut namun tidak ada tanggapan
dari Penggugat, dan Tergugat tetap membayar sewa rumah
melalui pos wesel tapi kembali (bukti T.23, T.24, T.25,
T.26, dan T.27). Alasan ini pun haruslah ditolak, sebab
tidak adanya tanggapan dari Penggugat dan kembalinya pos
wesel itu seharusnya Tergugat menyadari bahwa Penggugat
tidak mau memperpanjang kontrak rumah tersebut. Bahkan
ketidaksediaan Penggugat memperpanjang kontrak itu
terbukti dilaporkannya Tergugat oleh anak Penggugat yang
bernama MOCH CO kepada POLSEK Pasar Kliwon dan
sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta,
sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat.
5. Oleh karena masa kontrak rumah sengketa telah berakhir
tanggal 31 Desember 1986 dan alasan penghunian oleh
Tergugat di tolak, maka penghunian atas rumah sengketa oleh
Tergugat tidak sah dan karenanya melawan hukum,
6. Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran
dalil gugatannya sedang Tergugat tidak berhasil membuktikan
kebenaran bantahannya, maka gugatan Penggugat haruslah
dikabulkan,
7. Dalam tuntutannya Penggugat mohon agar terhadap tanah dan
rumah sengketa diletakkan sita jaminan (revindicatoir beslag),
menurut pertimbangan majelis hakim haruslah ditolak karena
barang sengketa milik Penggugat dan surat-suratnya berada
ditangan Penggugat sehingga tidak ada kekhawatiran Tergugat




8. Oleh karena penghunian atas rumah sengketa oleh Tergugat
melawan hukum, maka Tergugat atau siapa saja yang
memperoleh hak dari padanya haruslah dihukum untuk
menyerahkan tanah dan rumah sengketa dalam keadaan kosong
kepada Penggugat,
9. Mengenai tuntutan Penggugat agar memberi ganti rugi sebesar
Rp 5 000 000,00 setiap tahun sejak berakhirnya masa kontrak
sampai diserahkannya barang sengketa kepada Penggugat
haruslah dikabulkan karena cukup beralasan, mengingat selama
10 (sepuluh) tahun Tergugat menempati rumah tersebut secara
tidak sah atau melawan hukum. Akan tetapi, mengingat
keadaan ekonomi Tergugat, sudah adil kiranya kalau
perhitungan dimulainya waktu pemberian ganti rugi tersebut
dimulai sejak didaftarkanya perkara ini di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surakarta,
10. Mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom), haruslah
dikabulkan karena sangat beralasan, sebab sudah cukup lama
Tergugat tidak mau menyerahkan rumah sengketa sehingga
haruslah ada paksaan bagi Tergugat untuk segera menyerahkan
barang sengketa kepada Penggugat walaupun tidak sebesar
yang dituntut Penggugat, melainkan haruslah disesuaikan
dengan rasa keadilan,
11. Mengenai permohonan Penggugat agar putusan yang
dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) dapatlah dikabulkan karena gugatan ini telah
memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 (1) HIR serta
sejiwa dengan ketentuan Pasal 12 (5) Undang-Undang





12. Mengenai bukti-bukti Tergugat yang tidak dipertimbangkan
dalam putusan ini, di karenakan menurut majelis tidak ada
relevansinya dengan gugatan ini.
b) Dalam Rekonpensi
1. Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi mendalilkan
dalam gugatan Rekonpensinya, bahwa Penggugat Rekonpensi
atau Tergugat Konpensi menempati rumah sengketa tersebut
sejak tahun 1966 dengan cara mengoper dari LBT dengan
diketahui oleh pemilik rumah pada waktu itu yaitu KI HARD
dengan memberi uang kunci sebesar Rp 7 200 000,00 kepada
LBT. Oleh karena itu, memohon agar Penggugat Konpensi atau
Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan uang
kunci tersebut sesuai dengan kurs mata uang sekarang,
2. Terhadap gugatan Rekonpensi ini, Penggugat Kopensi atau
Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yaitu tidak tahu
menahu soal uang kunci tersebut, karena gugatan Penggugat
Konpensi atau Tergugat Rekonpensi hanya masalah
berakhirnya masa kontrak antara Penggugat Konpensi dengan
Tergugat Konpensi,
3. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, meskipun
Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi berhasil
membuktikan adanya uang kunci tersebut, namun berdasarkan
bukti T.2, dapat diketahui perjanjian pemindahan hak sewa
dengan uang kunci dilakukan antara LBT dan Penggugat
Rekonpensi atau Tergugat Konpensi, sedangkan Penggugat
Konpensi atau Tergugat Rekonpensi tidak terlibat dalam
perjanjian tersebut,
4. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim tersebut, maka




c) Dalam Konpensi atau Rekonpensi
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa, biaya dalam perkara ini
harus dibebankan kepada kedua belah pihak.
e. Amar Putusan
1) Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.
2) Dalam Pokok Perkara
a) Dalam Konpensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan bahwa perjanjian sewa kontrak rumah tanggal 2
Januari 1984 yang dibuat oleh M SUL (almarhum suami
Penggugat) dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 31
Desember 1986,
3. Menyatakan bahwa penghunian Tergugat atau siapa saja yang
memperoleh hak dari tanah dan rumah sengketa setelah
berakhirnya perjanjian sewa kontrak selama tiga tahun pada
tanggal 31 Desember 1986 adalah merupakan perbuatan tanpa
hak dan melawan hukum,
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak
dari tanah dan rumah sengketa untuk mengosongkan dan
menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun,
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada
Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp. 5 000
000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak di
daftarkannya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surakarta, yaitu tanggal 26 Agustus 1997 sampai Tergugat





6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 20 000,00 (dua
puluh ribu rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi
putusan ini, terhitung sejak tanggal diucapkannya,
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding,
verzet maupun kasasi,
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya.
b) Dalam Rekonpensi
Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.
c) Dalam Konpensi atau Rekonpensi
Meghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dan
Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi membayar biaya
dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang sampai sekarang
sebesar Rp. 388.000,- (tigaratus delapan puluh delapan ribu
rupiah).
2. Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska
a. Identitas Para Pihak
1) Identitas Penggugat
Nama : ASS dahulu LKS,
Pekerjaan : Swasta












Alamat : Jl. RM. Said Nomor 204 Surakarta
c) Tergugat III
Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang
Sudirman Surakarta,
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman Nomor 1 Surakarta,
d) Tergugat IV
Nama : KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN
LELANG NEGARA (KPPLN),
Alamat : Jl. Slamet Riyadi Nomor 2 Surakarta
b. Tentang Duduk Perkara
1) Gugatan Penggugat
Gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Surakarta tertanggal 2 September 2002 dengan register perkara
Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, dalam positanya antara lain
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pernah
melakukan jual beli, dimana Penggugat sebagai penjual dan
Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli. Jual beli tersebut
adalah jual beli barang bergerak dan barang tidak bergerak yang
terdiri atas:
Barang-barang tidak bergerak, yang selanjutnya disebut sebagai
Objek Sengketa Tanah:
a. Tanah SHM Nomor 80 (setelah diperbaharui menjadi SHM
Nomor 3026), terletak di Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama
LKS, dengan luas kurang lebih 1244 m2 GS tanggal 30
Januari 1989 Nomor 265/1989 berdasarkan sertifikat




b. Tanah SHM Nomor 147 (setelah diperbaharui menjadi
SHM Nomor 3027), terletak di Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama
LKS, dengan luas 604 m2 GS tanggal 25 Juni 1976 Nomor
818/1976 berdasarkan sertifikat tanggal 10 Agustus 1976,
c. Tanah SHM Nomor 1300 (setelah diperbaharui menjadi
SHM Nomor 3337), terletak di Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama
ASS, suami Nyonya SW, dengan luas kurang lebih 1412 m2
GS tanggal 25 September 1984 Nomor 3436/1984
berdasarkan sertifikat tanggal 14 Nopember 1984,
d. Tanah SHM Nomor 682 (setelah dipecah menjadi SHM
Nomor 2482 dan SHM Nomor 2483), terletak di Desa
Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar, tercatat atas nama ASS, dengan luas kurang
lebih 5295 m2 GS tanggal 2 Juli 1987 Nomor
4895/HM/1987 berdasarkan sertifikat tanggal 3 Nopember
1987,
e. Tanah SHM Nomor 1292, terletak di desa Wonorejo,
Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tercatat
atas nama ASS, dengan luas kurang lebih 620 m2 GS
tanggal 23 Mei 1991 Nomor 4887/HM/91 berdasarkan
sertifikat tanggal 23 Mei 1991.
Barang-barang bergerak, yang selanjutnya disebut sebagai Objek
Sengketa Barang Tidak Bergerak:
a. Delapan buah meja prin panjang,
b. Secren ukuran 150 – 160 cm sebanyak 657 buah,
c. Tujuh belas rakel alumunium,
d. Lima belas buah rakel kayu,




f. Empat buah kompor penamas cucian,
g. Satu buah mixer besar,
h. Dua buah mixer kecil,
i. Seratus buah lampu neon,
j. Dua buah boor,
k. Satu bual las listrik,
l. Satu buah timbangan digital,
m. Tiga buah timbangan manual,
n. Empat buah pompa air,
o. Dua buah meja afdruk,
p. Dua buah supryer,
q. Satu buah mesin rol kain,
r. Tiga buah alat penghitung kain,
s. Empat buah alat pemadam kebakaran,
t. Dua buah kompor pengering,
u. Satu buah diesel ginst 20 kva,
v. Dua buah compressor,
w. Tiga buah meja gambar,
x. Satu buah tempat cucian air panas/dingin,
y. Satu buah grenda,
z. Satu buah almari kaca untuk sempel,
aa. Satu set kursi dudut,
bb. Satu buah meja pimpinan,
cc. Satu buah kursi pimpinan,
dd. Dua buah meja kantor,
ee. Dua buah pesawat telpon,
ff. Satu buah facsimile,
gg. Satu buah mesin tik elektronik,
hh. Dua tempat sumur artesis,




jj. Satu buah boiler maxtherm,
kk. Satu buah genset mercy,
ll. Satu buah instalasi listrik.
2. Jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II
tersebut telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska tertanggal 18 Mei 1998 jo Putusan
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg
tertanggal 13 Januari 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor 3118 K/Pdt/1999 tertanggal 24 Oktober 2000. Putusan
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
3. Atas putusan tersebut telah dilakukan eksekusi atas objek-objek
sengketa dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Eks/2002/
PN.Ska dan Berita Acara Eksekusi Nomor02/Pen/ Pdt.Eks/Pel/
2002/PN.Kray jo Nomor 11/Pdt.Eks/PN.Kray jo Nomor
106/Pdt.G/ 1997/PN.Ska jo Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo
Nomor 3118/K/ 1999,
4. Objek sengketa barang tidak bergerak berupa tanah dengan bukti
kepemilikan SHM Nomor 2482, SHM Nomor 2483 dan SHM
Nomor 1292, semuanya terletak di Desa Wonorejo, Kecamatan
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar tercatat atas nama ASS,
sesuai berita acara eksekusi tertanggal 23 Juli 2002 telah
dilaksanakan eksekusi, dan objek sengketa tersebut telah
diserahkan dan kemudian dikuasai oleh Penggugat,
5. Objek sengketa barang tidak bergerak berupa tanah beserta
bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan SHM
Nomor 3026, tercatat atas nama LKS, tanah SHM Nomor 3027
tercatat atas nama LKS, dan tanah SHM Nomor 3337 tercatat atas
nama ASS suami Ny. SW yang semuanya terletak di Kelurahan
Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta masih dikuasai




tidak mau menyerahkan kepada Penggugat baik secara sukarela
maupun secara paksa melalui eksekusi Pengadilan Negeri
Surakarta,
6. Semua bukti-bukti kepemilikan barang-barang tidak bergerak
berupa tanah yaitu sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi
objek sengketa tanah semuanya masih dikuasai oleh Tergugat III
dan Tergugat IV, dan Tergugat III dan Tergugat IV tidak mau
menyerahkan secara sukarela maupun secara paksa kepada
Penggugat,
7. Perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan II menguasai dan tidak
bersedia menyerahkan barang-barang bergerak dan barang tidak
bergerak yang menjadi objek sengketa setelah dilakukannya
eksekusi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan
Penggugat. Demikian juga terhadap perbuatan Tergugat III dan
Tergugat IV yang menguasai dan tidak mau menyerahkan bukti-
bukti kepemilikan barang-barang tidak bergerak yang menjadi
objek sengketa tanah kepada Penggugat adalah perbuatan melawan
hukum yang merugikan Penggugat,
8. Kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV adalah
berupa kerugian materiil dan immaterial yaitu:
Kerugian materiil:
Apabila barang-barang bergerak dan tidak bergerak diserahkan
kepada Penggugat sejak jual beli antara Penggugat dengan
Tergugat II dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan Negeri
Surakarta tertanggal 18 Mei 1998, maka Penggugat akan
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1 680 000 000,- dengan
logika perhitungan:
Apabila objek sengketa di jual dan laku terjual sebesar Rp 3,5




akan memperoleh bunga per tahun sebesar 12 %, sehingga
keuntungan tiap tahunnya sebesar 12 % X Rp 3,5 milyar = Rp 420
000 000,- Oleh karena para Tergugat tidak mau menyerahkan
barang-barang objek sengketa berikut bukti-bukti kepemilikannya
tersebut, Penggugat jadi menderita kerugian sebesar 4 tahun x Rp
420 000 000,- = Rp 1 680 000 000,-
Kerugian immaterial:
Adanya rasa kecewa dan sedih karena tidak bisa menguasai
barang-barang objek sengketa yang telah di putus menjadi
miliknya kembali. Kerugian ini sulit dinilai dengan uang, tetapi
untuk keadilan patut apabila Penggugat secara hukum menuntut
ganti kerugian sebesar Rp 3 000 000 000,- (tiga milyar rupiah),
Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian
materiil maupun immaterial sebesar Rp 4 680 000 000,- (empat
milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang harus dibayar
secara tanggung renteng oleh para Tergugat,
9. Penggugat meragukan itikat baik para Tergugat dalam
melaksanakan isi putusan ini. Maka dari itu, Penggugat memohon
agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp 5 000 000,- (lima juta rupiah) secara
tanggung renteng kepada Penggugat setiap hari keterlambatan
melaksanakan isi putusan ini,
10. Karena perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat
dan tak terbantahkan, maka Penggugat memohon putusan
atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun
ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.
Kemudian dalam petitumnya, Penggugat memohon agar





1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa eksekusi oleh Pengadilan Negeri Surakarta
dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska dan
Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pen/Pdt.Eks/Pel/2002/
PN.Kray jo Nomor 11/Pdt.Eks/PN.Kray jo Nomor 106/Pdt.G/
1997/PN.Ska jo Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo Nomor
3118/K/1999 adalah sah secara hukum,
3. Menyatakan bahwa seluruh barang-barang objek sengketa baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah milik
Penggugat,
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan
Tergugat II menguasai dan tidak mau menyerahkan objek
sengketa berupa tanah yang terletak di Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan SHM Nomor 80
setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor 3026 tercatat atas
nama LKS, tanah SHM Nomor 147 (setelah diperbaharui
menjadi SHM Nomor 3027) tercatat atas nama LKS, tanah
SHM Nomor 1300 (setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor
3337) tercatat atas nama ASS suami Ny. SW, dan juga barang-
barang bergerak yang menjadi objek sengketa barang bergerak
setelah dilaksanakan eksekusi atas perkara Nomor 106/Pdt.G/
1997/PN.Ska jo Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo Nomor
3118/K/1999 adalah merupakan perbuatan melawan hukum
yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial,
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat III dan
Tergugat IV yang menguasai bukti-bukti kepemilikan objek
sengketa tanah dan tidak bersedia menyerahkan kepada
Penggugat setelah dilakukannya eksekusi atas Putusan Hakim




PT.Smg jo Nomor 3118/K/1999 adalah merupakan perbuatan
melawan hukum yang merugikan Penggugat,
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan
tanah objek sengketa barang tidak bergerak yang terletak di
Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
dengan SHM Nomor 80 (setelah diperbaharui menjadi SHM
Nomor 3026) tercatat atas nama LKS, tanah SHM Nomor 147
(setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor 3027) tercatat atas
nama LKS, dan tanah SHM Nomor 1300 (setelah diperbaharui
menjadi SHM Nomor 3337) tercatat atas nama ASS suami Ny.
SW kepada Penggugat tanpa syarat dengan keadaan baik jika
perlu dengan bantuan alat keamanan negara,
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan
barang-barang tidak bergerak objek sengketa dengan bukti
kepemilikan berupa SHM Nomor 80 (setelah diperbaharui
menjadi SHM Nomor 3026) terletak di Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama LKS,
SHM Nomor 147 (setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor
3027) terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama LKS, SHM
Nomor 1300 (setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor 3337)
terletak di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta tercatat atas nama ASS suamu Ny. SW kepada
Penggugat seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini
diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta jika perlu dengan
bantuan alat keamanan negara,
8. Menghukum Tergugat III dan IV untuk menyerahkan bukti-
bukti kepemilikan tanah objek sengketa berupa SHM Nomor
80 (setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor 3026) terletak di




tercatat atas nama LKS luas kurang lebih 1244 m2 GS tanggal
30 Januari 1989 Nomor 265/1989 berdasarkan sertifikat
tanggal 12 Februari 1969, SHM Nomor 147 (setelah
diperbaharui menjadi SHM Nomor 3027) terletak di Kelurahan
Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat
atas nama LKS luas kurang lebih 604 m2 GS tanggal 25 Juni
1976 Nomor 818/1976 berdasarkan sertifikat tanggal 10
Agustus 1976, SHM Nomor 1300 (setelah diperbaharui
menjadi SHM Nomor 3337) terletak di Kelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta tercatat atas nama ASS
suamu Ny. SW luas kurang lebih 1412 m2 GS tanggal 25
September 1984 kepada Penggugat dalam keadaan baik kalau
perlu dengan bantuan alat keamanan negara,
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan
barang-barang bergerak yang menjadi objek sengketa barang-
barang bergerak kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam
keadaan baik, jika diperlukan upaya paksa dengan bantuan
aparat keamanan,
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti materiil
secara tanggung renteng sebesar Rp 4 680 000.000,- (empat
milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) kepada
Penggugat.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp 5 000 000,- setiap hari keterlambatan
menjalankan isi putusan ini,
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun
kasasi,






Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
berpendapat lain mohon perkara ini diputus seadil-adilnya.
2) Jawaban Tergugat
Atas surat gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah
mengajukan jawabannya masing-masing sebagai berikut:
a) Jawaban Tergugat I dan Tergugat II
(1) Dalam Pokok Perkara
1. Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil
gugatan pengugat karena gugatan Penggugat diajukan tanpa
dasar hukum yang jelas atau dasar hukum yang tidak benar.
2. Pada pokoknya gugatan Penggugat itu didasarkan atas
Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska jo Nomor
534/Pdt/ 1998/PT.Smg jo Nomor 3118K/Pdt/1999/MA
yang sudah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan
eksekusi putusan perkara tersebut diatas yaitu eksekusi
Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska,
3. Dalam Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska jo
Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo Nomor 3118K/Pdt/1999/
MA yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
b. Membatalkan jual beli antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II, atas tanah-tanah, bangunan
dan barang-barang yang tersebut dalam akta:
1) SRI HASTUTI SURADJI, SH Nomor 141/
Banjarsari/1994, tanggal 7 Desember 1994.
2) SRI HASTUTI SURADJI, SH Nomor 142/
Banjarsari/1994, tanggal 7 Desember 1994.
3) SRI HASTUTI SURADJI, SH Nomor 109/




4) AGUS HARYANTO, SH Nomor 640/700/1995,
tanggal 6 Desember 1995.
5) AGUS HARYANTO, SH Nomor 640/700/GDR/
1995, tanggal 12 Desember 1995.
c. Menyatakan batal pemasangan hipotik atas tanah
sengketa tersebut sertifikat hipotik:
1) Nomor 4805, tanggal 5 Mei 1995,
2) Nomor 29, tanggal 22 Mei 1996,
d. Tidak dapat menerima gugatan untuk selain dan
selebihnya.
4. Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyerahkan barang
sengketa yang di kuasai Tergugat I dan Tergugat II, karena
dalam pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh
Pengadilan Negeri Surakarta Tergugat I dan Tergugat II
tidak di suruh menyerahkan barang sengketa,
5. Untuk eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Karanganyar yaitu perkara eksekusi Nomor 02/Pen/
Pdt.Eks/Del/2002/PN.Kray jo Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska
seperti tersebut dalam Berita Acara Eksekusi Nomor
11/Eks/2002/PN.Ska yang telah mengosongkan dan
menyerahkan barang-barang sengketa kepada Penggugat.
Secara hukum eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Karanganyar seperti tersebut dalam Berita Acara
Eksekusi Nomor 02/Pen/Pdt.Eks/Del/2002/PN.Kray jo
Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska adalah cacat hukum, oleh
karena itu harus dinyatakan tidak syah dan batal demi
hukum, karena eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Karanganyar tersebut telah menyimpang atau





6. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak menyerahkan
barang-barang sengketa kepada Penggugat itu tidak
melanggar hukum justru dilindungi hukum. Perbuatan
tersebut telah sesuai dengan amar putusan yang
dimohonkan eksekusi, karena dalam amar putusan tersebut
tidak ada kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk
menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat,
7. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II nyata-nyata tidak
melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti yang
didalilkan Penggugat, maka tuntutan Penggugat mengenai
ganti rugi dan dwangsom (uang paksa) harus ditolak.
(2) Dalam Rekonpensi
1. Tergugat Konpensi I dan II/Penggugat Rekonpensi I
dan II menyatakan bahwa amar Putusan Hakim
Nomor 106/Pdt.G/PN.Ska jo Nomor 534/
Pdt/1998/PT.Smg jo Nomor 3118K/Pdt/1999/MA,
yang menyatakan:
a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
b. Membatalkan jual beli antara Penggugat dengan
Tergugat I dan Tergugat II, atas tanah-tanah, bangunan
dan barang-barang yang tersebut dalam akta:
1) SRI HASTUTI SURADJI, SH Nomor 141/
Banjarsari/1994, tanggal 7 Desember 1994,
2) SRI HASTUTI SURADJI, SH Nomor 142/
Banjarsari/ 1994, tanggal 7 Desember 1994,
3) SRI HASTUTI SURADJI, SH Nomor 109/
Banjarsari/ 1996, tanggal 8 April 1996,
4) AGUS HARYANTO, SH Nomor 640/700/1995,




5) AGUS HARYANTO, SH Nomor 640/700/GDR/
1995, tanggal 12 Desember 1995.
c. Menyatakan batal pemasangan hipotik atas tanah
sengketa tersebut sertifikat hipotik:
1) Nomor 4805, tanggal 5 Mei 1995,
2) Nomor 29, tanggal 22 Mei 1996,
d. Tidak dapat menerima gugatan untuk selain dan
selebihnya.
2. Berdasarkan sifat putusan tersebut, maka secara
hukum eksekusi hanya dapat dilaksanakan secara
formalitas saja, yaitu pembacaan isi putusan seperti
apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Surakarta dalam Berita Acara Nomor
11/Eks/2002/PN.Ska,
3. Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Karanganyar selaku eksekutor delegasi (bantuan)
telah melakukan pelaksanaan yang lain. Dimana
Pengadilan Negeri Karanganyar telah menyerahkan
tanah sengketa yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Negeri Karanganyar pada pemohon
eksekusi dalam hal ini adalah Penggugat Konpensi
atau Tergugat Rekonpensi,
4. Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri
Karanganyar telah melanggar isi putusan yang
dimohonkan eksekusi oleh Pemohon Eksekusi atau
Tergugat Rekonpensi. Pelanggaran hukum tersebut
dapat diketahui dari amar putusan perkara yang
dimohonkan eksekusi tidak ada satu pun kata yang
menyebutkan menghukum Termohon Eksekusi I




menyerahkan objek sengketa. Akan tetapi, oleh
Pengadilan Negeri Karanganyar eksekusi tersebut
dilaksanakan dan kemudian Termohon Eksekusi I
dan II atau Penggugat Rekonpensi I dan II dihukum
untuk menyerahkan tanah sengketa. Dengan
demikian eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan
Negeri Karanganyar telah melanggar hukum, oleh
karena itu harus dinyatakan batal demi hukum,
5. Oleh karena telah jelas gugatan Tergugat
Rekonpensi tidak didasarkan adanya alasan hukum
yang nyata, maka jelas gugatan Tergugat
Rekonpensi tersebut telah mencemarkan nama baik
Penggugat Rekonpensi I dan II. Sebagai akibatnya,
Penggugat Rekonpensi I dan II telah dicemarkan
secara nyata karena tidak mau mematuhi putusan
pengadilan, yang berakibat pada nama baik dan
kepercayaan Penggugat Rekonpensi I dan II di
masyarakat umum hilang dan tercemar,
6. Mengingat Penggugat Rekonpensi I dan II adalah
sebagai pedagang dan pengusaha, maka nama baik
tersebut tidak dapat dinilai dengan banyaknya uang,
7. Oleh karena itu nama baik pantas dinilai sebesar Rp
5 000 000.000,-(lima milyar rupiah),
8. Disamping hal tersebut, perlu pula diperhatikan
adanya putusan hakim yang lain yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap pula yaitu
Putusan Hakim Nomor 73/Pdt.G/ 1996/PN.Ska jo
Nomor 145/Pdt/1997/PT.Smg.
Bahwa dalam putusan perkara ini materi perkaranya sama




Nomor 534/Pdt/1998.PT.Smg jo Nomor 3118K/Pdt/
1999/MA, akan tetapi putusannya lain yaitu dalam Putusan
Hakim Nomor 73/Pdt.G/1996/PN.Ska jo Nomor 145/Pdt/
1997PT.Smg amar putusannya sebagai berikut:
a. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi,
lalai membayar kekurangan pembayaran jual beli yang
telah disepakati dalam perjanjian tanggal 3 Oktober 1994,
b. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada
Penggugat sejumlah Rp 485 000 000,-
9. Berdasarkan hal tersebut, jelas telah terjadi dua
perkara yang materinya sama tetapi terdapat dua
putusan yang berbeda.
Oleh karena Putusan Hakim Nomor 73/Pdt.G/1996/PN.Ska
jo Nomor 145/Pdt/1997/PT.Smg terlebih dahulu diputus,
maka Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska jo
Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo Nomor 3118K/Pdt/1999/
MA hendaknya dinyatakan nebis in idem atau dapat
dikatakan bahwa putusan perkara Nomor 106/Pdt.G/1997/
PT.Smg cacat hukum dan dinyatakan tidak syah dan batal
demi hukum,
10. Untuk menjamin gugatan rekonpensi Penggugat
Rekonpensi I dan II ini mohon agar tanah-tanah
sengketa yaitu:
a. Tanah SHM Nomor 80 (setelah diperbaharui menjadi
SHM Nomor 3026) luas 1244 m2 terletak di Kelurahan
banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
tercatat atas nama LKS,
b. Tanah SHM Nomor 147 (setelah diperbaharui menjadi




Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
tercatat atas nama LKS,
c. Tanah SHM Nomor 1300 (setelah diperbaharui menjadi
SHM Nomor 3337) luas kurang lebih 1412 m2 terletak
diKelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, tercatat atas nama ASS, suami Nyonya SW,
d. Tanah SHM Nomor 682 (setelah dipecah menjadi SHM
Nomor 2482 dan SHM Nomor 2483) luas kurang lebih
5295 m2 terletak di desa Wonorejo, Kecamatan
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tercatat atas
nama ASS,
e. Tanah SHM Nomor 1292 luas kurang lebih 620 m2
terletak di desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo,
Kabupaten Karanganyar, tercatat atas nama ASS.
Dilakukan sita jaminan terlebih dahulu.
Tuntutan (Petitum) yang di ajukan oleh Tergugat I dan
II sebagai berikut:
Dalam Konpensi:
Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhya.
Dalam Rekonpensi:
1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhya,
2. Menyatakan bahwa eksekusi yang dilaksanakan oleh
Pengadilan Negeri Karanganyar seperti termuat dalam
Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pen/Pdt.Eks/Del/2002/
PN.Kray jo Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska melanggar hukum,
3. Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Eksekusi
Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 02/Pen/Pdt.Eks/




4. Menyatakan syah sita jaminan atas tanah-tanah sengketa
yaitu:
a. Tanah SHM Nomor 80 (setelah diperbaharui
menjadi SHM Nomor 3026) luas 1244 m2
terletak di Kelurahan banyuanyar, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama
LKS,
b. Tanah SHM Nomor 147 (setelah diperbaharui
menjadi SHM Nomor 3027) luas 604 m2 terletak
di Kalurahan Banyuanyar, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama
LKS,
c. Tanah SHM Nomor 1300 (setelah diperbaharui
menjadi SHM Nomor 3337) luas kurang lebih
1412 m2 terletak diKelurahan Banyuanyar,
Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat
atas nama ASS, suami Nyonya SW,
d. Tanah SHM Nomor 682 (setelah dipecah
menjadi SHM Nomor 2482 dan SHM Nomor
2483) luas kurang lebih 5295 m2 terletak di desa
Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten
Karanganyar, tercatat atas nama ASS,
e. Tanah SHM Nomor 1292 luas kurang lebih 620
m2 terletak di desa Wonorejo, Kecamatan
Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, tercatat
atas nama ASS.
5. Menyatakan bahwa dengan adanya gugatan Tergugat
Rekonpensi tidak berdasarkan hukum, sehingga




Maka dari itu, Penggugat Rekonpensi secara nyata telah
dirugikan nama baiknya,
6. Menetapkan kerugian Penggugat Rekonpensi sebagai
akibat tercemarnya nama baik jika dinilai dengan uang
sebesar Rp 5 000 000 000,- (lima milyar rupiah),
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti
rugi pada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 5 000 000
000,- (lima milyar rupiah),
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara,
9. Menyatakan batal Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/1997/
PN.Ska jo Nomor 534/Pdt/1998.PT.Smg jo Nomor
3118K/Pdt/ 1999/MA.
b) Jawaban Tergugat III
(1) Dalam Eksepsi
(a) Eksepsi I
Tergugat III menyatakan bahwa Penggugat telah keliru atau
salah alamat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat
III.
1. Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap PT. Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sudirman Surakarta
adalah keliru atau salah alamat karena PT. Bank Rakyat
Indonesia (BRI) Cabang Sudirman Surakarta sebagai
suatu badan hukum adalah tidak ada. Sebenarnya badan
hukum Bank BRI adalah Bank Umum di Indonesia
hanya satu yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
dengan anggaran dasar sesuai Akta Nomor 7 tanggal 4
September 1998 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah,
SH Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam




Tambahan Berita Negara RI Nomor 7216 berikut
perubahannya,
2. Oleh karena PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang
Sudirman Surakarta sebagaimana disebutkan Penggugat
sebagai Tergugat III bukanlah sebagai suatu badan
hukum yang berdiri sendiri, sehingga identitas Tergugat
III menjadi tidak jelas. Menurut hukum acara perdata
identitas Tergugat tersebut harus jelas dan merupakan
persyaratan yang mutlak harus dipenuhi untuk
mengajukan gugatan. Dengan demikian sudah
sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
(b) Eksepsi II
Gugatan Penggugat telah kekurangan pihak atau pihaknya
tidak lengkap.
1. Dalam petitumnya, Penggugat menuntut agar barang-
barang objek sengketa menjadi milik Penggugat
padahal sebagaimana diketahui objek sengketa berupa
barang tetap dimaksud adalah masih tercatat atas nama
Tergugat I dan Tergugat II sehingga secara hukum
harus dibalik nama dulu oleh badan yang berwenang
yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surakarta,
2. Oleh karena peralihan hukum tersebut diatas baru dapat
berlaku sah dan hanya dapat dilakukan oleh Badan
Pertanahan Nasional Surakarta, maka sudah seharusnya
Badan Pertanahan Surakarta diikutsertakan oleh
Penggugat sebagai pihak dalam perkara a quo. Dengan
demikian gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak




sepantasnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.
(c) Eksepsi III
Gugatan Penggugat sangat tidak jelas atau sangat kabur
(obscuur libel).
1. Berdasarkan pada Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/
1997/PN.Ska jo Nomor 534/Pdt.G/1998/ PT.Smg jo
Nomor 3118K/Pdt/1999 pada butir 6 dan 8 gugatan
Penggugat menyatakan bahwa Tergugat III dan
Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan
hukum karena masih menguasai bukti kepemilikan
barang tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.
Padahal menurut Penggugat bukti kepemilikan tersebut
harus diserahkan kepada Penggugat,
2. Pernyataan Penggugat pada angka 5 tersebut diatas
yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum karena masih menguasai
bukti kepemilikan objek sengketa padahal harus
diserahkan kepada Penggugat adalah hanya mengada-
ada dan tidak berdasar sama sekali. Hal tersebut di
karenakan baik putusan pengadilan negeri, pengadilan
tinggi, maupun Mahkamah Agung sama sekali tidak
menyebutkan bahwa bukti kepemilikan berupa sertifikat
tanah sengketa harus diserahkan kepada Penggugat,
sehingga pertimbangan dalam posita tersebut sama
sekali tidak mendukung petitumnya,
3. Dengan tidak didukung petitum dengan fundamentum
petendi maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas
dan menimbulkan kekaburan (Obscuur Libel). Oleh




yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, gugatan
Penggugat seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima.
(2) Dalam Pokok Perkara
1. Tergugat III hanya menegaskan kembali bahwa dalam
posita gugatannya Penggugat telah keliru atau salah
menunjukkan dalil yang digunakan untuk membuktikan
bahwa tindakan Tergugat III adalah bertentangan
dengan hukum atau telah melanggar hukum,
2. Pernyataan Penggugat pada butir 6 gugatan yang
menyatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak
mau menyerahkan bukti-bukti kepemilikan obyek
sengketa berupa SHM Nomor 3026 atas nama LKS,
SHM Nomor 3027 atas nama LKS dan SHM Nomor
3337 atas nama ASS baik sukarela maupun secara
paksa kepada Penggugat adalah hanya mengada-ada
dan tanpa dasar sama sekali. Hal tersebut di karenakan
putusan Pengadilan Negeri Surakarta sama sekali tidak
menetapkan bahwa bukti kepemilikan obyek sengketa
tersebut harus diserahkan kepada Penggugat,
3. Dalam butir 8 gugatan Penggugat menganggap
Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan
hukum karena tidak menyerahkan bukti kepemilikan
objek sengketa berupa SHM Nomor 3026 atas nama
LKS, SHM Nomor 3027 atas nama LKS dan SHM
Nomor 3337 atas nama ASS dengan mendasarkan pada
Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/1997/ PN.Ska
tanggal 18 Mei 1988 jo Nomor 534/Pdt.G/1998/
PT.Smg tanggal 13 Januari 1999 jo Nomor




dasar atau dalil tersebut sama sekali tidak benar karena
putusan pengadilan tersebut tidak menetapkan bahwa
bukti kepemilikan objek sengketa harus diserahkan
kepada Penggugat. Dengan demikian pernyataan
Penggugat bahwa Tergugat III telah melakukan
perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terbukti
kebenarannya,
4. Dalam butir 9 gugatan Penggugat menyatakan bahwa
akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan
Tergugat maka Penggugat telah dirugikan baik materiil
maupun immateriil dan harus ditanggung oleh para
Tergugat (termasuk Tergugat III) adalah suatu hal yang
tidak logis dan terlalu dilebih-lebihkan karena yang
mempunyai hubungan hukum terhadap objek sengketa
dalam hal penyerahannya adalah Tergugat I dan
Tergugat II sehingga sudah seharusnya ditanggung
mereka (Tergugat I dan Tergugat II) sendiri.
Sebaliknya, mengingat Tergugat III sama sekali tidak
ada hubungan hukum apapun dengan Penggugat maka
dengan sendirinya tidak ikut bertanggung jawab
terhadap kerugian yang timbul tersebut apalagi terbukti
bahwa Tergugat III sama sekali tidak melakukan
perbuatan melawan hukum karena putusan pengadilan
angka 5 dan 6 tersebut diatas tidak menetapkan bahwa
bukti kepemilikan objek sengketa harus diserahkan
kepada Penggugat,
5. Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas
sebenarnya tidak ada satupun alasan maupun dasar
hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat III telah




seluruh petitum Penggugat setidak-tidaknya yang
berkaitan dengan Tergugat III tidak berdasarkan hukum
jelas.
Berdasarkan alasan dalam eksepsi dan jawaban dalam
pokok perkara tersebut diatas, Tergugat III mengajukan
tuntutan yaitu:
Dalam Eksepsi:
Gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat
III sesuai dengan hukum acara perdata dan yurisprudensi
Mahkamah Agung sudah seharusnya ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima,
Dalam Pokok Perkara:
Tergugat III mohon dengan hormat agar majelis hakim yang
terhormat menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
c) Jawaban Tergugat IV
1. Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat baik dalam posita maupun dalam
petitum surat gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui
kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IV,
2. Gugatan Penggugat sepanjang yang diajukan kepada Tergugat
IV, sebagaimana didalilkan pada butir 6 surat gugatan
Penggugat adalah berkenaan dengan tidak dikembalikannya
bukti-bukti kepemilikan barang-barang tidak bergerak berupa:
a. SHM Nomor 3026 a.n LKS, luas 1244 m2 di Kelurahan
Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
b. SHM Nomor 3027 a.n LKS, luas 604 m2 di Kelurahan




c. SHM Nomor 3337 a.n ASS, luas 1412 m2 di Kelurahan
Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta.
3. Ketiga SHM tersebut diatas merupakan barang jaminan atas
hutang-hutang CV. AT (GAT) in casu Tergugat I kepada PT.
BRI (Persero) Cabang Surakarta Sudirman in casu Tergugat III
berdasarkan Sertifikat Hipotik Nomor 4805 tanggal 5 Mei 1995
dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 29 tanggal 22 Mei
1996,
4. Oleh karena Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya
pada negara cq Tergugat III, maka sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku hutang Tergugat I dinyatakan macet dan
pengurusan piutang negara tersebut diserahkan Tergugat III
kepada Tergugat IV berdasarkan Surat Penyerahan Piutang
Negara Macet Nomor B-1845/VII/KC/ADK/06/97 tanggal 30
Juni 1997,
5. Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat pada butir
8, 9, dan 10 posita gugatan yang menyatakan bahwa perbuatan
Tergugat III dan Tergugat IV menguasai dan tidak
menyerahkan bukti-bukti kepemilikan barang-barang tidak
bergerak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang
merugikan Penggugat, dalil tersebut tidak berdasar sama sekali,
6. Penguasaan atas objek sengketa dimaksud adalah untuk
menjamin dikembalikannya uang negara yang telah digunakan
Tergugat I, maka sertifikat-sertifikat tersebut tetap dipegang
oleh Tergugat IV dan dalam amar Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor 3118K/Pdt/1999 tanggal 24 Oktober 2000 jo Nomor
534/Pdt/1998/PT.Smg jo Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska
tanggal 18 Mei 1999 tidak menghukum Tergugat IV untuk
mengembalikan objek sengketa dimaksud, melainkan hanya




dan Tergugat II, sehingga dalam hal ini sebenarnya Tergugat
IV dengan Penggugat tidak ada hubungannya sama sekali,
7. Oleh karena penguasaan tersebut telah sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku yaitu undang-undang Nomor 49 Prp.
Tahun 1960 berserta aturan pelaksanaannya, maka tidak ada
satupun dasar dan alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti
rugi sebagaimana dimaksudkan dalam butir 9 dan 10 posita
gugatan serta butir 10 dan 11 petitum gugatan.
Berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat IV mohon
kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo untuk memutuskan dengan amar:
1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima
(niet ontvankelijke verklaard),
2. Menyatakan bahwa tindakan penguasaan sertifikat objek
sengketa oleh Tergugat IV dimaksud itu dilakukan dalam
rangka pengurusan piutang negara adalah sah dan benar
menurut hukum,
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
c. Replik dan Duplik
1) Replik Penggugat
Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 13 dan 14 Januari
2003 yang isinya tetap meneguhkan pada gugatannya.
2) Duplik Tergugat
a) Duplik Tergugat I dan II
Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan
dupliknya tertanggal 28 Januari 2003.




Tergugat III tidak mengajukan Duplik.
c) Duplik Tergugat IV
Tergugat IV telah mengajukan dupliknya tertanggal 28
Januari 2003.
d. Pembuktian di Persidangan
1) Bukti Tertulis
a) Bukti Tertulis Penggugat
1. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal
18 Mei 1998 Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska (Bukti P.1),
2. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
13 Januari 1999 Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg (Bukti P.2),
3. Fotokopi turunan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24
Oktober 2000 Nomor 3118K/Pdt/1999. (Bukti P.3),
4. Fotokopi penetapan aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 29 April 2002 Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska
(Bukti P.4),
5. Fotokopi penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 1 Juli 2002 Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska
(Bukti P.5),
6. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska.
tanggal 16 Juli 2002 yang dijalankan oleh Wakil Panitera
PengadilanNegeri Surakarta (Bukti P.6),
7. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pen/Pdt.Eks/Del/
2002/PN.Kray yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Karangnyar (Bukti P.7).
b) Bukti tertulis Tergugat I dan II
1. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal




2. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
13 Januari 1999 Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg,
3. Fotokopi turunan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24
Oktober 2000 Nomor 3118K/Pdt/1999,
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska.
tanggal 16 Juli 2002 yang dijalankan oleh Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Surakarta,
5. Fotokopi pengiriman surat berita acara eksekusi Nomor 02/
Pen/Pdt.Eks/Del/2002/PN.Kray jo Nomor 11/Eks/2002/
PN.Ska,
6. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal
19 Nopember 1996 Nomor 73/Pdt.G/1996/PN.Ska,
7. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
25 juli 1997 Nomor 145/Pdt/1997/PT.Smg.
c) Bukti Tertulis Tergugat III
1. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal
18 Mei 1998 Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska.
2. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal
13 Januari 1999 Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg,
3. Fotokopi turunan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24
Oktober 2000 Nomor 3118K/Pdt/1999.
d) Bukti Tertulis Tergugat IV
1. Fotokopi surat penyerahan penyelesaian pengugurusan piutang
negara atau kredit macet atas nama CV. AT (GAT) Nomor
B.1845/VII/KC/ADK/06/97 tanggal 30 Juni 1997,
2. Fotokopi surat penerimaan pengurusan piutang negara atas
nama CV. AT (GAT) Nomor SP3N-199/PUPNC.V/10/1997




3. Fotokopi Berita Acara Tanya Jawab Nomor Ba-31/WPN.05/
KP/03/1997 tanggal 8 Agustus 1997,
4. Fotokopi keputusan panitia PUPN Cabang Yogyakarta Nomor
PJPN.174/PUPNC/V.10/1997 tanggal 19 Agustus 1997,
5. Fotokopi surat keputusan panitia PUPN Cabang Yogyakarta
Nomor SP-174/PUPNC/V.10/1997 tanggal 19 Agustus 1997,
6. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-220/PUPNC/
V/10/1997,
7. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Nomor BA-168/WPN.05/
KP03/1997 tanggal 27 Agustus 1997 dari KPPN Cabang
Yogyakarta,
8. Fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor
SPPBS-308/PUPNC/V.10/1997 tanggal 13 September 1997,
9. Fotokopi Surat Pendaftaran Penyitaan Nomor S-
3442/WPN.05/KP/03/1997 tanggal 7 Oktober 1997 yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
2) Saksi
Saksi SRIY SH, dihadirkan oleh Tergugat I dan Tergugat II
dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya antara lain sebagai berikut:
1. Saksi tidak kenal dengan Penggugat maupun para Tergugat dan
tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan
kedua belah pihak,
2. Saksi adalah Panitera atau Sekretaris Pengadilan Negeri
Karanganyar,
3. Bukti Tergugat I dan Tergugat II 5 yang berupa berita acara
eksekusi oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tertanggal 23 Juli





e. Pertimbangan Majelis Hakim
1) Dalam Eksepsi
a) Eksepsi bahwa gugatan Penggugat salah alamat.
1. Menurut pertimbangan majelis hakim bahwa suatu kantor
cabang dari perseroan terbatas dapat di dudukan sebagai subjek
Tergugat, sepanjang materi gugatan tersebut menyangkut dan
berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari kantor cabang
tersebut. Mengenai penyebutan PT. Bank Rakyat Indonesia
Cabang Sudirman Surakarta menurut hemat majelis adalah
tepat dan benar,
2. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat III
dalam hal ini harus ditolak.
b) Eksepsi perihal bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap
subjeknya.
1. Menurut pertimbangan majelis hakim bahwa suatu tuntutan untuk
mengembalikan sertifikat tanah dari pihak ketiga tidak diharuskan untuk
menjadikan kantor Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat,
meskipun sertifikat tersebut telah beralih atau berganti nama, sebab untuk
pembatalan balik nama sertifikat cukup dengan putusan badan peradilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan sertifikat
tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian maka
eksepsi Tergugat III tentang hal ini harus ditolak.
c) Eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
1. Majelis hakim telah mempelajari dengan seksama surat
gugatan Penggugat tertanggal 2 September 2002 dan dapat
disimpulkan bahwa uraian posita maupun petitum telah jelas
dan tidak kabur. Mengenai alasan Tergugat III dalam
eksepsinya, bahwa Tergugat III dan IV tidak melakukan




perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi
Tergugat III dalam hal ini harus ditolak.
2) Dalam Pokok Perkara
a) Dalam Konpensi
1. Menurut pertimbangan majelis hakim, bahwa inti dalil gugatan
Penggugat adalah dengan dinyatakannya perjanjian jual beli
atas barang-barang tidak bergerak maupun barang bergerak
objek gugatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan
Tergugat II batal dan pemasangan hipotik atas tanah-tanah
sengketa tersebut dalam Sertifikat Hipotik Nomor 4805 tanggal
5 Mei 1995 dan Nomor 29 tanggal 22 Mei 1996 batal
berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor
106/Pdt.G/1997/PN.Ska jo Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 3118K/Pdt/1999, yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Penggugat menuntut
supaya kembali dalam keadaan semula, yaitu dikembalikannya
barang-barang sengketa beserta surat-surat sertifikat dari para
Tergugat kepada Penggugat,
2. Oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para
Tergugat, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan
dalil-dalilnya,
3. Berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah diketahui bahwa
perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan
Tergugat II atas barang sengketa serta Sertifikat Hipotik Nomor
4805 tanggal 5 Mei 1995 dan Nomor 29 tanggal 22 Mei 1996
dinyatakan batal,
4. Berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 membuktikan bahwa
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/Pdt.G/1997/




PT.Smg jo Mahkamah Agung RI Nomor 3118K/Pdt/1999 telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dan hanya bersifat
konstitutif. Maka dari itu, Penggugat mengajukan gugatan a
quo untuk memperoleh putusan yang bersifat condemnatoir
supaya dapat dilaksanakan adalah tepat,
5. Menurut pertimbangan majelis hakim, dengan batalnya suatu
perjanjian, maka para pihak berhak menuntut kembali dalam
keadaan semula a quo dengan meminta kembali atas barang-
barang yang akan dijual beserta dokumennya,
6. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka
petitum gugatan Penggugat butir ke-3, ke-6, ke-8 dan ke-9
menurut hemat majelis dapat dikabulkan,
7. Mengenai petitum butir ke-2, majelis hakim
mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut diluar pokok
sengketa, disamping untuk mengisi keabsahan suatu eksekusi
haruslah melalui perlawanan, oleh karenanya maka petitum
tersebut haruslah ditolak,
8. Terhadap petitum gugatan Penggugat butir ke-4, ke-5 dan ke-
10 majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
9. Mengenai masih dikuasainya barang-barang objek sengketa
oleh Tergugat I dan Tergugat II serta oleh Tergugat III dan
Tergugat IV, karena amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta
Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska jo Pengadilan Tinggi
Semarang Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo Mahkamah Agung
RI Nomor 3118K/Pdt/1999 tidak menghukum para Tergugat
untuk menyerahkan kepada Penggugat. Menurut pertimbangan
majelis hakim, masih dikuasainya barang-barang objek
sengketa oleh para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan
melawan hukum. Oleh karena itu, maka petitum gugatan




10. Terhadap petitum butir ke-7, majelis hakim
mempertimbangkan bahwa petitum tersebut berlebihan karena
substansinya sama dengan petitum butir ke-6, maka petitum
tersebut haruslah ditolak,
11. Petitum yang meminta putusan ini dijatuhkan secara serta
merta, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:
12. Oleh karena dasar gugatan maupun alat bukti yang
diajukan Penggugat adalah suatu putusan badan peradilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
permohonan Penggugat tersebut adalah memenuhi
ketentuan Pasal 180 HIR dan oleh karenanya patut
dikabulkan,
13. Terhadap petitum butir ke-11, majelis hakim
mempertimbangkan bahwa, oleh karena putusan ini dijatuhkan
secara serta merta, maka berlebihan apabila para Tergugat
harus pula dihukum untuk membayar uang paksa, maka
petitum tersebut haruslah ditolak,
14. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka
Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini.
b) Dalam Rekonpensi
1. Mengenai tuntutan untuk menyatakan suatu eksekusi sah
atau tidak harus diajukan suatu gugatan perlawanan
eksekusi. Lagi pula seandainya (quod non) pelaksanaan
eksekusi tersebut tidak sesuai ketentuan, maka di ajukan ke
pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi. Atas dasar
pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat
Rekonpensi butir ke-2 dan ke-3 harus ditolak,
2. Terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang merasa




dari Tergugat Rekonpensi, majelis hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:
3. Mengajukan gugatan ke pengadilan negeri adalah hak
setiap warga negara Indonesia apabila dirinya merasa
kepentingannya dirugikan oleh orang lain meskipun
kebenaran dalil gugatannya perlu dibuktikan di
persidangan. Maka dari itu, seseorang yang menggugat
orang lain, bukanlah merupakan tindakan yang
mencemarkan nama baik Tergugat, oleh karena itu petitum
gugatan Penggugat Rekonpensi butir ke-5, ke-6, dan ke-7
haruslah ditolak,
4. Oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita
jaminan, maka petitum butir ke-4 harus dikesampingkan,
5. Oleh karena dalam gugatan Rekonpensi tidak ada biaya
yang dikeluarkan, maka dinyatakan nihil.
f. Amar putusan
1) Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III.
2) Dalam Pokok Perkara
a) Dalam Konpensi
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan bahwa seluruh barang-barang objek sengketa baik
yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana di
positakan Penggugat adalah milik Penggugat,
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan
tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan banyuanyar,
Kecamatan banjarsari, Kota Surakarta dengan SHM Nomor
(setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor 3026), luas tanah




265/1989 berdasarkan sertifikat tanggal 12 Februari 1969,
tanah SHM Nomor 147 (setelah diperbaharui menjadi SHM
Nomor 3027), tercatat atas nama LKS, dengan luas 604 m2 GS
tanggal 25 Juni 1976 Nomor 818/1976 berdasarkan sertifikat
tanggal 10 Agustus 1976, tanah SHM Nomor 1300 (setelah
diperbaharui menjadi SHM Nomor 3337), luas kurang lebih
1412 m2 GS tanggal 25 September 1984 Nomor 3436/1984
berdasarkan sertifikat tanggal 14 Nopember 1984 kepada
Penggugat tanpa syarat dengan keadaan baik, kalau perlu
dengan bantuan alat keamanan negara,
4. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan
bukti-bukti kepemilikan tanah-tanah objek sengketa berupa
SHM Nomor 80 (setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor
3026) terletak di Kelurahan banyuanyar, Kecamatan Banjarsari,
Kota Surakarta, , tercatat atas nama LKS, dengan luas tanah
kurang lebih 1244 m2 GS tanggal 30 Januari 1989 Nomor
265/1989 berdasarkan sertifikat tanggal 12 Februari 1969,
SHM Nomor 147 (setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor
3027) terletak di Kalurahan Banyuanyar, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, tercatat atas nama LKS, dengan
luas 604 m2 GS tanggal 25 Juni 1976 Nomor 818/1976
berdasarkan sertifikat tanggal 10 Agustus 1976, SHM Nomor
1300 (setelah diperbaharui menjadi SHM Nomor 3337) terletak
diKelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, tercatat atas nama ASS, suami Nyonya SW, dengan
luas kurang lebih 1412 m2 GS tanggal 25 September 1984
Nomor 3436/1984 berdasarkan sertifikat tanggal 14 Nopember
1984 kepada Penggugat dalam keadaan baik, kalau perlu




5. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan barang-
barang bergerak kepada Penggugat tanpa syarat dan dalam
keadaan baik, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan,
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun
kasasi,
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk
membayar biaya yang timbul dala perkara ini sebesar Rp 724
000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah),
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
b) Dalam Rekonpensi
1. Menolak menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk
seluruhnya,
2. Menyatakan biaya dalam perkara rekonpensi nihil.
B. Pembahasan
Dalam pembahasan ini penulis akan menyajikan analisis penulis atas hasil
penelitian yang diperoleh dari penelitian. Pembahasan ini merupakan jawaban dari
rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yang terdiri atas:
1. Perbandingan kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dengan dasar
hukum putusan serta merta, sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA
Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij
Voorraad) dan Provisionil dalam Putusan Hakim Nomor:
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska
Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska merupakan putusan
pengadilan yang diputus sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000,




pengadilan yang diputus setelah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000.
Secara garis besar, perbandingan antara kedua putusan tersebut adalah sebagai
berikut:
Tabel 1. Perbandingan Putusan
No Putusan Hakim Nomor
84/Pdt.G/1997/PN.Ska (sebelum








Penggugat : NY. TUM SUL,
Tergugat: M. NUR




3. PT. BRI cab. Surakarta
4. KPPLN
2. Sengketa Perbuatan tanpa hak dan melawan
hukum menempati rumah tinggal
Perbuatan melawan hukum







 Surat perjanjian kontrak rumah
 Sertifikat hak milik (SHM)
Nomor 520 atas nama NY.
TUM SUL
 Putusan Pengadilan Negeri
Surakarta No. 106/Pdt.G/1997/
PN.Ska jo Putusan Pengadilan
Tinggi Semarang  No. 534/Pdt/
1998/PT.Smg jo Putusan







mengenai tuntutan Penggugat agar
putusan dilaksanakan terlebih
dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)
Terhadap petitum gugatan
Penggugat butir ke 12 yang
meminta putusan ini dijatuhkan




merta dapatlah dikabulkan karena
gugatan ini telah memenuhi syarat
yang ditentukan Pasal 180 (1) HIR
serta sejiwa dengan ketentuan
Pasal 12 (5) Undang-undang No.4
tahun 1992 jo Pasal 10 (2) PP No.
44 Tahun 1994
mempertimbangkan yaitu:
Oleh karena dasar gugatan
maupun alat bukti yang diajukan
Penggugat adalah suatu putusan
badan peradilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka permohonan Penggugat
tersebut adalah memenuhi






Menyatakan putusan ini dapat
dijalankan terlebih dahulu/serta
merta meskipun ada upaya hukum
banding, verzet maupun kasasi
Menyatakan putusan ini dapat
dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum







Diucapkan pada sidang terbuka
untuk umum tanggal: 13 Januari
1998,
Dihadiri oleh kuasa dari kedua
belah pihak.
Diputus dalam rapat musyawarah
majelis hakim dan diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari yang sama
tanggal 26 Mei 2003,
Dihadiri kuasa Penggugat, kuasa
tergugat I dan II, dan tidak dihadiri
tergugat III dan tergugat IV. (dan
diberitahukan kepada tergugat III






putusan serta merta oleh
Penggugat, namun tidak dilakukan
pelaksanaan eksekusi putusan serta
merta oleh Pengadilan Negeri
Tidak dilakukan pelaksanaan






8. Banding Nomor Perkara: 221/Pdt/1998/
PT.Smg
Permohonan: diajukan
pembanding (tergugat) tanggal 24
Januari 1998, memori banding 24
Maret 1998,
Putusan : diputus dan diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 13 Oktober












Pembanding I, II, III, dan IV
(semula Tergugat I, II, III, dan
IV), pembanding I dan II tanggal 3
juni 2003, pembanding III tanggal
13 juni 2003, pembanding IV
tanggal 16 juni 2003,
Putusan: diputus dan diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 2 Oktober








untuk membayar biaya perkara.
--- diberitahukan kepada kedua
belah pihak tanggal 5 Februari
2004, 12 Februari 2004, dan 16
Februari 2004.
9. Kasasi Nomor Perkara: 1419K/Pdt/1999
Permohonan: diajukan oleh
tergugat/pembanding secara lesan
pada tanggal 4 Januari 1999,
Nomor Perkara: 1872K/Pdt/2004
Permohonan: secara lesan
pemohon I = pembanding I dan II




memori kasasi tanggal 13 Januari
1999,
Putusan: diputus dalam rapat
permusyawaratan majelis tanggal
25 Februari 2000, diucapkan pada
sidang yang terbuka untuk umum






Februari 2004, pemohon II =
pembanding III (tergugat III) pada
tanggal 25 Februari 2004, memori
kasasi pada tanggal 1 Maret 2004,
dan 9 Maret 2004.
Putusan: diputus dalam rapat
permusyawaratan majelis hakim
dan diucapkan pada sidang yang
terbuka untuk umum pada hari
yang sama tanggal 7 Februari
2006, tanpa dihadiri oleh para
pihak.
Amar Putusan: menolak
permohonan kasasi para pemohon,
menghukum para pemohon kasasi








Pasal 180 ayat (1) HIR,
--- seharusnya terdapat SEMA
yang dipertimbangkan yang
mengatur mengenai putusan serta
merta yang tidak dicantumkan
dalam pertimbangan hakim yaitu:
a. SEMA No. 3 Tahun 1971,
b. SEMA No. 6 Tahun 1975,
c. SEMA No. 3 Tahun 1978.
Pasal 180 ayat (1) HIR,
--- seharusnya terdapat SEMA
yang dipertimbangkan yang
mengatur mengenai putusan serta
merta yang tidak dicantumkan
dalam pertimbangan hakim yaitu:
a. SEMA Nomor 3 Tahun 2000,
b. SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
Berdasarkan pada tabel perbandingan diatas, terlihat adanya persamaan
dan perbedaan antara Putusan Hakim Nomor: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dengan
Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska. Persamaannya yaitu kedua




dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum dari pihak
yang kalah). Perbedaanya yaitu pada Putusan Hakim Nomor:
84/Pdt.G/1997/PN.Ska merupakan sengketa mengenai “perbuatan tanpa hak dan
melawan hukum menempati rumah tinggal”, sedangkan pada Putusan Hakim
Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska merupakan sengketa mengenai “perbuatan
melawan hukum menguasai barang dan bukti kepemilikan tanpa hak.” Perbedaan
lainnya yaitu mengenai dasar mengajukan permohonan putusan serta merta yang
diajukan oleh Penggugat, pada Putusan Hakim Nomor: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska
dasar Penggugat mengajukan permohonan putusan serta merta adalah alat bukti
otentik yaitu surat perjanjian kontrak rumah dan sertifikat hak milik (SHM),
sedangkan pada Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska dasar Penggugat
mengajukan permohonan putusan serta merta adalah putusan badan peradilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu dalam pertimbangan
hakim terkait permohonan putusan serta merta yang dikabulkan oleh hakim juga
berbeda yaitu, pada Putusan Hakim Nomor: 84/Pdt.G/1997/PN.Ska majelis hakim
mempertimbangkan oleh karena gugatan telah memenuhi syarat dalam pasal 180
ayat (1) HIR dan sejiwa dengan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1992 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994,
sedangkan pada Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska majelis hakim
mempertimbangkan oleh karena dasar gugatan maupun alat bukti yang diajukan
adalah putusan badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Tabel 2. Perbedaan antara Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan
94/Pdt.G/2002/PN.Ska
Perbedaan Putusan Hakim Nomor:
84/Pdt.G/1997/PN.Ska (sebelum








“perbuatan tanpa hak dan melawan
hukum menempati rumah tinggal”
“perbuatan melawan hukum











1. Surat perjanjian kontrak rumah,
2. Sertifikat hak milik (SHM)
Nomor 520 atas nama NY. TUM
SUL
Putusan badan peradilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap:
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta
No. 106/Pdt.G/1997/ PN.Ska jo
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang
No. 534/Pdt/ 1998/PT.Smg jo








mengenai tuntutan Penggugat agar
putusan yang dapat dilaksanakan
terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) dapatlah dikabulkan
karena gugatan ini telah memenuhi
syarat yang ditentukan Pasal 180 (1)
HIR serta sejiwa dengan ketentuan
Pasal 12 (5) Undang-undang No.4
tahun 1992 jo Pasal 10 (2) PP No. 44
Tahun 1994
Terhadap petitum gugatan Penggugat
butir ke 12 yang meminta putusan ini
dijatuhkan secara serta merta, majelis
mempertimbangkan yaitu:
Oleh karena dasar gugatan maupun
alat bukti yang diajukan Penggugat
adalah suatu putusan badan peradilan
yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, maka permohonan
Penggugat tersebut adalah memenuhi
ketentuan Pasal 180 HIR dan oleh
karenanya patut dikabulkan.
Pembahasan penulisan hukum ini yang menjadi fokus utama adalah
mengenai perbandingan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan
putusan serta merta. Pertimbangan hakim didalamnya memuat mengenai alasan-
alasan hakim untuk menjatuhkan atas apa yang telah diperiksanya selama proses
persidangan. Seharusnya dalam pertimbangan hakim yang telah mengabulkan
putusan serta merta terdapat perbedaan antara Putusan Hakim Nomor
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dengan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/ PN.Ska,




juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam Putusan
Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/ PN.Ska maupun Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/ PN.Ska majelis hakim hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal
180 ayat (1) HIR, padahal pada kurun waktu kedua putusan hakim tersebut
terdapat SEMA yang mengatur mengenai putusan serta merta yang masing-
masing berbeda. Pada saat pemeriksaan perkara nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska
SEMA yang berlaku adalah SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun
1975, dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978 (sebelumnya diatur dalam SEMA Nomor
13 Tahun 1964, SEMA Nomor 5 Tahun 1969), sedangkan pada saat pemeriksaan
perkara nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska SEMA yang berlaku adalah SEMA Nomor
3 Tahun 2001 serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Seharusnya dalam
pertimbangan hukumnya, majelis hakim mempertimbangkan SEMA-SEMA
tersebut sebagai instruksi dari Mahkamah Agung yang mengatur mengenai
lembaga putusan serta merta.









mengenai tuntutan Penggugat agar
putusan yang dapat dilaksanakan
terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad) dapatlah dikabulkan karena
gugatan ini telah memenuhi syarat yang
ditentukan Pasal 180 (1) HIR serta
sejiwa dengan ketentuan Pasal 12 (5)
Undang-undang No.4 tahun 1992 jo
Pasal 10 (2) PP No. 44 Tahun 1994
Terhadap petitum gugatan Penggugat
butir ke 12 yang meminta putusan ini
dijatuhkan secara serta merta, majelis
mempertimbangkan yaitu:
Oleh karena dasar gugatan maupun alat
bukti yang diajukan Penggugat adalah
suatu putusan badan peradilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, maka permohonan Penggugat
tersebut adalah memenuhi ketentuan











Pasal 180 ayat (1) HIR,
Selain Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut
terdapat ketentuan lain yang mengatur
mengenai putusan serta merta yaitu:
a. SEMA Nomor 3 Tahun 1971
b. SEMA Nomor 6 Tahun 1975,
c. SEMA Nomor 3 Tahun 1978.
* Seharusnya majelis hakim
mempertimbangkan SEMA-SEMA
tersebut.
Pasal 180 ayat (1) HIR,
Selain Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut
terdapat ketentuan lain yang mengatur
mengenai putusan serta merta yaitu:
a. SEMA Nomor 3 Tahun 2000,
b. SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
* Seharusnya majelis hakim
mempertimbangkan SEMA-SEMA
tersebut.
Berdasarkan pada pertimbangan hakim kedua putusan tersebut dalam
mengabulkan permohonan putusan serta merta dapat diketahui bahwa:
a. Dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska majelis hakim
mendasarkan pertimbangan hukumnya karena telah memenuhi syarat yang
ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 12 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman jo
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1994 Tentang
Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik.
b. Dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska majelis hakim
mendasarkan pertimbangan hukumnya karena dasar gugatan maupun alat
bukti yang diajukan Penggugat adalah putusan badan peradilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memenuhi ketentuan Pasal
180 ayat (1) HIR.
Mengenai pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam
kedua putusan tersebut, menurut penulis masih belum lengkap dan belum
terperinci. Dalam pertimbangan hakim kedua putusan tersebut tidak menyebutkan




dipenuhi dari Pasal 180 ayat (1) HIR yang menjadi dasar hukum putusan serta
merta.
1. Dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska.
Pertama:
Menurut pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/
1997/PN.Ska majelis hakim hanya menyebutkan “tuntutan Penggugat agar
putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)
dapatlah dikabulkan karena gugatan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan
Pasal 180 ayat (1) HIR”, namun tidak menyebutkan secara terperinci syarat mana
yang terpenuhi dari Pasal 180 ayat (1) HIR. Padahal ketentuan Pasal 180 ayat (1)
HIR mengatur beberapa syarat untuk mengabulkan permohonan putusan serta
merta yang diajukan Penggugat. Selengkapnya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR:
Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu
dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat
yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat
diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan
keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika
dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak
kepunyaan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, tidak ada keharusan bagi
hakim atau ketua pengadilan negeri untuk mengabulkan setiap permohonan
putusan serta merta yang diajukan Penggugat. Tidak adanya keharusan ini terlihat
dari adanya kata “dapat” yang diartikan bahwa hakim dapat mengabulkan atau
menolak permohonan putusan serta merta, meskipun salah satu syarat dalam Pasal
180 ayat (1) HIR telah terpenuhi. Pasal 180 ayat (1) HIR memberikan beberapa
syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta,
yaitu:
a. Ada surat yang syah (putusan didasarkan pada akta otentik),
b. Ada suatu surat tulisan (akta bawah tangan) yang menurut aturan yang




c. Putusan didasarkan atas putusan terdahulu yang sudah mempunyai
kekuatan hukum pasti (tetap),
d. Dikabulkannya tuntutan dahulu (Provisionil),
e. Perkara mengenai Hak Milik.
Apabila dipenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, hakim dapat mengabulkan
permohonan putusan serta merta.
Menurut penulis, permohonan putusan serta merta yang diajukan
Penggugat tersebut memenuhi syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu menurut
alat bukti yang diajukan ke persidangan dalam Perkara Nomor 84/Pdt.G/1997/
PN.Ska adalah surat perjanjian kontrak rumah dan sertifikat hak milik atas nama
NY. TUM SUL. Surat perjanjian kontrak rumah merupakan suatu akte bawah
tangan, karena dibuat oleh para pihak yaitu antara M. SUL (almarhum Penggugat)
dengan M. NUR (Tergugat) yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna
jika diakui tanda tangan pada surat perjanjian kontrak rumah tersebut, sedangkan
sertifikat hak milik atas nama NY. TUM SUL adalah suatu alat bukti otentik yang
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
“Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak.”
(Harjono, 2009: 7). Kekuatan pembuktian dari akta bawah tangan adalah
tergantung diakui atau tidaknya tanda tangan pada akta tersebut. Akta bawah
tangan akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika akta tersebut
diakui tanda tangannya oleh para pihak yang membuatnya. Menurut R. Subekti
dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian jika suatu tanda tangan dalam
akta bawah tangan sudah diakui oleh para pihak, maka akta dibawah tangan
tersebut memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya suatu bukti
yang sempurna seperti suatu akta otentik (R. Subekti, 2007: 29). Hal tersebut
sama halnya dengan yang ditentukan dalam Pasal 1875 KUHPerdata yaitu:
Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa
tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang




menandatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang
mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta
otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan
itu (Pasal 1875 KUHPerdata).
Apabila akta bawah tangan tersebut tidak diakui oleh para pihak, maka kebenaran
akan akta tersebut diperiksa terlebih dahulu di persidangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 1877 KUHPerdata. “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda
tangannya, atau pun jika ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari
padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintakan
supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka
pengadilan” (Pasal 1877 KUHPerdata). Menurut R. Subekti, jika tanda tangan
dalam akta bawah tangan tersebut tidak diakui oleh pihak yang dikatakan telah
menaruh tanda tangannya pada akta bawah tangan tersebut, maka pihak yang
mengajukan alat bukti akta di bawah tangan tersebut harus membuktikan dengan
alat bukti lain bahwa benar yang tanda tangan dalam akta tersebut adalah pihak
yang tidak mengakui tanda tangannya tersebut (R. Subekti, 2007: 29).
Dengan demikian alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa
surat perjanjian kontrak rumah yang dibuat oleh para pihak yaitu antara M. SUL
(almarhum Penggugat) dengan M. NUR (Tergugat), merupakan suatu akte bawah
tangan, karena pihak Tergugat mengakui bahwa benar telah terjadi perjanjian
kontrak rumah selama tiga tahun antara M. SUL (almarhum Penggugat) dengan
M. NUR (Tergugat) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1986 dan tidak ada
perpanjangan lagi. Dengan demikian surat perjanjian kontrak rumah tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
“Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh
undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang
berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya.” (Pasal 1868
KUHPerdata). Menurut Pasal 1870 KUHPerdata bahwa akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna, “suatu akta otentik memberikan diantara




dari mereka, suatu kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat
didalamnya.” (Pasal 1870 KUHPerdata). Akta otentik dibagi menjadi dua, yaitu
akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang dibuat dihadapan
pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165 HIR dan
Pasal 1868 KUHPerdata. (Teguh Samudera, 1992: 41). Akta yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang disebut sebagai akta ambtelijk. “Akta yang dibuat oleh
pejabat (acta ambtelijk, process verbal acte), ialah akta yang dibuat oleh pejabat
yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain,
dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengat serta apa
yang dilakukannya.” (http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/ 31 Agustus
2010). Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang disebut sebagai akta
partij. “Akta yang dibuat dihadapan pejabat (partij acte) ialah akta yang dibuat
oleh para pihak dihadapan para pejabat yang berwenang untuk itu atas kehendak
para pihak, dimana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat,didengar
dan dilakukannya.” (http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/ 31 Agustus 2010).
Menurut penulis, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 520 atas nama NY
TUM SUL yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat merupakan alat bukti otentik
yang termasuk akta ambtelijk, karena SHM dibuat oleh pejabat yang berwenang
dan bentuknya sudah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena SHM Nomor
520 atas nama NY TUM SUL merupakan suatu akta otentik, maka mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna.
Berdasarkan analisis penulis tersebut, maka kedua alat bukti tersebut
memenuhi syarat untuk dapat dikabulkannya putusan serta merta yang ditentukan
dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, namun tidak disebutkan secara terperinci alat bukti
mana yang memenuhi syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR.
Kedua:
Permohonan putusan serta merta tersebut dikabulkan karena dasar




1992 jo Pasal 10 (2) PP No. 44 Tahun 1994. Majelis hakim tidak menyebutkan
secara terperinci mengenai dasar hukum tersebut, dan apa hubungannya dengan
permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat.
Menurut penulis, Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 disebutkan oleh
hakim, karena ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992
Tentang Perumahan dan Pemukiman mengatur mengenai penyewa yang tidak
bersedia meninggalkan rumah yang disewa sesuai dengan batas waktu yang
disepakati dalam perjanjian tertulis. Selengkapnya ketentuan Pasal 12 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, “dalam hal penyewa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) tidak bersedia meninggalkan rumah yang disewa sesuai
dengan batas waktu yang disepakati dalam perjanjian tertulis, penghunian
dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik rumah dapat meminta bantuan
instansi pemerintah yang berwenang untuk menertibkannya.” (Pasal 12 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992). Ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tersebut sejalan dengan peraturan pelaksanaanya
dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 Tentang
Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik.  Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 44 Tahun
1994 mengatur mengenai penyewa yang tidak mentaati batas akhir waktu sewa
yang diperjanjikan dan tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan rumah
yang disewa sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian,
penghunian dinyatakan tidak sah atau tanpa hak dan pemilik dapat meminta
bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengosongkannya.
Berdasarkan analisis penulis, ketentuan dari Pasal 12 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 1994 tersebut berhubungan dengan sengketa mengenai hak milik
(bezitsrecht) yang merupakan salah satu syarat dapat dikabulkannya permohonan
putusan serta merta dalam Pasal 180 ayat (1) HIR. Sengketa dalam Putusan




menyewa rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah habis masa
sewanya dan Tergugat tidak mau mengosongkan rumah sewa tersebut, sehingga
sengketa tersebut berkaitan dengan sengketa mengenai hak milik (bezitsrecht)
karena rumah yang menjadi sengketa merupakan hak milik dari Penggugat.
Dengan demikian permohonan putusan serta merta Penggugat tersebut
dapat dikabulkan karena memenuhi salah satu syarat dalam Pasal 180 ayat (1)
HIR yaitu sengketa mengenai hak milik, namun majelis hakim tidak menyebut
secara terperinci mengenai dasar hukum tersebut, dan apa hubungannya dengan
permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat, meskipun
peraturan perundang-undangan tersebut sesuai untuk mengabulkan putusan serta
merta yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yaitu putusan serta merta dapat
dikabulkan jika sengketa yang terjadi berkaitan dengan sengketa mengenai hak
milik.
Ketiga:
Mengingat bahwa Mahkamah Agung dalam mengawasi jalannya
peradilan, telah mengatur penggunaan lembaga putusan serta merta melalui
instruksi/petunjuk yang berupa surat edaran (SEMA). Dalam pertimbangan
hukum Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska, majelis hakim
mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat,
namun tidak mencantumkan SEMA yang mengatur mengenai putusan serta merta
yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska diputus dalam rapat
permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 9
Januari 1998 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13
Januari 1998, dimana SEMA yang berlaku pada saat itu adalah SEMA Nomor
tahun 1971, SEMA Nomor 6 tahun 1975, dan SEMA Nomor 3 tahun 1978.
Menurut penulis SEMA-SEMA tersebut perlu dipertimbangkan, karena




mengikat kepada hakim yang memeriksa perkara terkait permohonan putusan
serta merta. SEMA-SEMA tersebut mengikat hakim karena substansi dari SEMA-
SEMA tersebut pada pokoknya mengatur mengenai lembaga putusan serta merta
yang sering menimbulkan permasalahan. Keberadaan SEMA-SEMA tersebut
perlu dipertimbangkan, karena berdasarkan ketiga SEMA tersebut dapat diketahui
bahwa:
a. Pada pokoknya ketiga SEMA tersebut menghimbau agar ketua dan hakim
pengadilan negeri tidak menjatuhkan putusan serta merta walaupun syarat
dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dipenuhi, kecuali dalam hal yang tidak dapat
dihindari putusan serta merta secara eksepsional dapat dijatuhkan,
b. Adanya campur tangan dari Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi dalam
penggunaan lembaga putusan serta merta yang sebenarnya berdasarkan Pasal
180 ayat (1) HIR, menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa
dan memutus permohonan putusan serta merta (SEMA Nomor 3 Tahun 1971),
c. Adanya kewenangan Mahkamah Agung dan pengadilan tinggi untuk
melakukan penundaan pelaksanaan putusan serta merta (SEMA Nomor 3
Tahun 1971),
d. Adanya wewenang pengadilan tinggi untuk memberikan putusan penundaan
atas permohonan penundaan eksekusi putusan serta merta (SEMA Nomor 6
Tahun 1975),
e. Adanya jaminan yang menurut Mahkamah Agung dipandang perlu yang
diberikan oleh pemohon eksekusi yang seimbang dengan besarnya jumlah
yang menjadi sengketa (SEMA Nomor 6 Tahun 1975),
Dengan berlakunya ketiga SEMA tersebut, maka seolah-olah terdapat pembatasan
kewenangan yang dimiliki pengadilan negeri dalam menjatuhkan putusan serta
merta yang dimohonkan Penggugat. Dengan adanya pembatasan kewenangan ini,
maka dianggap perlu untuk mempertimbangkan ketiga SEMA tersebut dalam
pertimbangan hukum pada putusan hakim. Berdasarkan analisis penulis tersebut,




tahun 1975, dan SEMA Nomor 3 tahun 1978 perlu dipertimbangkan, atau setidak-
tidaknya disebutkan dalam pertimbangan hukumnya.
2. Dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
Pertama
Pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska
yang mengabulkan permohonan putusan serta merta Penggugat menyatakan
bahwa “oleh karena dasar gugatan maupun alat bukti yang diajukan Penggugat
adalah suatu putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, maka permohonan Penggugat tersebut adalah memenuhi ketentuan Pasal
180 HIR dan oleh karenanya patut dikabulkan.” Menurut penulis, bahwa putusan
serta merta tersebut dikabulkan oleh hakim karena dasar gugatannya maupun alat
bukti yang diajukan Penggugat adalah suatu putusan badan peradilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal
180 ayat (1) HIR yaitu pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta
jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat
kekuasaan pasti (inkracht van gewijsde). Pertimbangan hukum tersebut menurut
penulis kurang terperinci, yaitu tidak menyebutkan putusan badan peradilan mana
yang dijadikan syarat dikabulkannya permohonan putusan serta merta yang
diajukan Penggugat.
Menurut penulis, putusan badan peradilan yang disebutkan majelis hakim
dalam pertimbangan hukumnya adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Surakarta Nomor 106/Pdt.G/ 1997/PN.Ska jo Pengadilan Tinggi Semarang
Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg jo Mahkamah Agung RI 2000 Nomor
3118K/Pdt/1999. Berdasarkan analisis penulis tersebut, permohonan putusan serta
merta yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, karena memenuhi syarat Pasal
180 ayat (1) HIR, yaitu pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan serta merta
jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat




94/Pdt.G/2002/PN.Ska kurang terperinci karena tidak menyebutkan putusan
badan peradilan mana yang dijadikan syarat dikabulkannya permohonan putusan
serta merta yang diajukan Penggugat.
Kedua
Terkait SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai
pengaturan lembaga putusan serta merta, pertimbangan majelis hakim dalam
Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska masih belum menyebutkan surat
edaran yang dikeluarkan Mahkamah Agung. Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dalam rapat
musyawarah majelis hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari yang sama tanggal 26 Mei 2003.  SEMA yang mengatur
mengenai putusan serta merta pada putusan hakim tersebut adalah SEMA Nomor
3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan
Provisionil dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan
Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil.
Menurut penulis SEMA Nomor 3 Tahun 2000 perlu dicantumkan, karena
didalamnya terdapat pengaturan atau pedoman/petunjuk yang diberikan oleh
Mahkamah Agung bagi hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta.
Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dapat diketahui bahwa:
a. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk
mengatur kembali penggunaan lembaga putusan serta merta yang diatur dalam
Pasal 180 ayat (1) HIR dan menggantikan SEMA-SEMA sebelumnya yang
mengatur hal yang sama,
b. Sejak diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 maka SEMA-SEMA
terkait putusan serta merta sebelumnya dinyatakan tidak berlaku,
c. Adanya perintah dari Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan, mentaati,
dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus
dipenuhi dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diatur




d. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek
eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak lain apabila di
kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan
tingkat pertama.
e. Adanya petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam mengabulkan
putusan serta merta.
Mengenai SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tidak perlu disinggung dalam penulisan
hukum ini, karena substansinya hanya menegaskan kembali SEMA Nomor 3
Tahun 2000 yang terkait penetapan pemberian jaminan yang diatur dalam butir 7
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dalam hal akan melaksanakan putusan serta merta.
Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut penulis bahwa SEMA Nomor 3
Tahun 2000 perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memeriksa permohonan
putusa serta merta, karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 di dalamnya
terdapat petunjuk bagi hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta
merta. Dalam petunjuk tersebut disebutkan bahwa ketua dan hakim pada
pengadilan negeri dilarang menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal:
a. Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan
(handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya,
yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti,
b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak
dibantah,
c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana
hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti
melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik,
d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)
setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap,
e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang




f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan
yang diajukan,
g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
Menurut penulis, dalam petunjuk tersebut terdapat kaitannya dengan putusan serta
merta yang dijatuhkan majelis hakim dalam Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada petunjuk butir ke-4
huruf a dan f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dengan alat bukti yang diajukan oleh
Penggugat dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska. Butir ke-4 huruf
a dan f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa:
Huruf a: gugatan didasarkan pada bukti surat authentik atau surat tulisan
tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda
tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan
bukti. Huruf f: Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan
dengan pokok gugatan yang diajukan.
Kedua petunjuk tersebut berkaitan dengan alat bukti yang diajukan
Penggugat berupa alat bukti otentik dan putusan badan peradilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Alat bukti otentik
tersebut yaitu:
1. Fotokopi penetapan aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 29 April 2002 Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska
(Bukti P.4),
2. Fotokopi penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 1 Juli 2002 Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska (Bukti
P.5),
3. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 11/Eks/2002/PN.Ska.
tanggal 16 Juli 2002 yang dijalankan oleh Wakil Panitera




4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pen/Pdt.Eks/Del/
2002/PN.Kray yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Karangnyar (Bukti P.7).
Alat bukti yang putusan badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yaitu:
1. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Mei
1998 Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska (Bukti P.1),
2. Fotokopi turunan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 13 Januari
1999 Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg (Bukti P.2),
3. Fotokopi turunan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Oktober 2000
Nomor 3118K/Pdt/1999. (Bukti P.3),
Dengan demikian seharusnya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 perlu dipertimbangkan
terkait putusan serta merta yang dikabulkan hakim dalam Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska. tersebut.
Selain SEMA Nomor 3 Tahun 2000, terdapat SEMA yang lain yang
mengatur mengenai putusan serta merta yang berlaku pada saat Putusan Hakim
Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang
Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,
namun SEMA tersebut tidak perlu disebutkan, karena isinya hanya mengenai
menegaskan kembali SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan mengenai permasalahan
yang tibul akibat putusan serta merta yang telah atau akan  dilaksanakan,
sedangkan dalam penelitian hukum ini tidak menyinggung mengenai pelaksanaan
putusan serta merta. Perlu diketahui bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001
mengatur bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar
bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA
No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan "adanya pemberian jaminan yang nilainya
sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian
pada pihak lain apabila ternyata dikemudikan hari dijatuhkan putusan yang
membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.” Keberadaan jaminan tersebut




putusan serta merta. Kemudian terhadap majelis hakim yang memeriksa perkara
diharuskan untuk memberitahukan kepada ketua pengadilan apabila akan
mengabulkan permohonan putusan serta merta.
Berdasarkan pembahasan yang penulis paparkan diatas, maka keterkaitan
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dalam perbandingan pertimbangan majelis hakim
dari kedua putusan tersebut terkait permohonan putusan serta merta adalah bahwa
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menjadi ketentuan atau aturan pembanding antara
pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dengan
pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/ PN.Ska,
dimana dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska berlaku SEMA
Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975, dan SEMA Nomor 3 Tahun
1978, sedangkan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska berlaku SEMA




Tabel 4. Hasil analisis perbandingan pertimbangan hakim dalam mengabulkan





Pertimbangan majelis hakim belum
lengkap dan belum terperinci:
1. Hanya menyebutkan bahwa
permohonan dapat dikabulkan karena
telah memenuhi syarat dalam Pasal 180
ayat (1) HIR, dan tidak menyebutkan
syarat apa yang sudah dipenuhi.
2. Dalam pertimbangan hakim
menyebutkan Pasal 12 (5) Undang-
Undang No.4 Tahun 1992 jo Pasal 10
(2) PP No. 44 Tahun 1994 sebagai
dasar dikabulkannya permohonan
putusan serta merta, dan tidak
menyebutkan ketentuan tersebut
mengenai apa dan apa hubungannya
dengan putusan serta merta yang
dikabulkan majelis hakim.
3. Dalam pertimbangan majelis hakim
tidak menyertakan SEMA yang terkait
dengan putusan serta merta, SEMA
yang berlaku saat Putusan Hakim
Nomor 84/Pdt.G/1997/ PN.Ska adalah
SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No.
6 Tahun 1975, dan SEMA No. 3 Tahun
1978.
Pertimbangan majelis hakim belum
lengkap dan terperinci:
1. Pertimbangan hukumnya hanya
menyebutkan dasar gugatan dan alat
bukti yang diajukan Penggugat adalah
suatu putusan badan peradilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum
tetap sesuai dengan syarat yang
ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1)
HIR, namun tidak menyebutkan
putusan pengadilan yang mana yang
dijadikan dasar untuk memenuhi
syarat Pasal 180 ayat (1) HIR.
2. Dalam pertimbangan hukumnya,
majelis hakim tidak menyebutkan
SEMA yang terkait dengan putusan
serta merta, SEMA yang berlaku saat
Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/
2002/PN.Ska adalah SEMA nomor 3
Tahun 2000, sedangkan SEMA No. 3
Tahun 1971, SEMA No. 6 Tahun





2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terhadap pertimbangan hakim
dalam Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska
a. Kaitan antara diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dengan Putusan
Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
Putusan serta merta dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal
180 ayat (1) HIR. Pasal tersebut mengatur bahwa pengadilan negeri dapat
menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dijalankan terlebih dahulu
jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam rumusan Pasal 180 ayat (1)
HIR terdapat kata “dapat” yang bisa diartikan pengadilan negeri boleh
menjatuhkan putusan serta merta dan boleh tidak menjatuhkan putusan
serta merta jika syarat dalam Pasal tersebut terpenuhi. Dengan adanya
ketentuan tersebut, maka hakim akan lebih mudah mengabulkan
permohonan putusan serta merta daripada tidak jika syarat telah terpenuhi.
Pengaturan tentang putusan serta merta yang praktis hanya satu Pasal
tersebut sering menimbulkan permasalahan yaitu restitutie in intergum.
Mahkamah Agung sebagai pengawas jalannya peradilan menaruh
perhatian yang lebih terhadap putusan serta merta yaitu dengan
menerbitkan SEMA yang mengatur tentang putusan serta merta. Salah satu
SEMA yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung adalah SEMA Nomor 3
Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan
Provisionil. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 menggantikan SEMA-SEMA
sebelumnya yang mengatur hal yang sama.
Keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 bukan merupakan
peraturan perudang-undangan yang termasuk dalam jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. SEMA tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar,




bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan
mengikat keluar” (http://antikorupsidaerah.wordpress.com/2008/11/09/
hasil-eksaminasi-publik-putusan-pk-korupsi-apbd-sumbar-2002). SEMA
Nomor 3 tahun 2000 tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar, namun
berdasarkan substansinya hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut.
Substansi bahwa hakim wajib mematuhi isi SEMA tersebut adalah dalam
rumusan butir ke-9 bahwa diperintahkan untuk melaksanakan secara
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan akan diambil tindakan
apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 mengatur kembali mengenai
penggunaan lembaga putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 180 ayat
(1) HIR. Dalam hal penjatuhan putusan serta merta, SEMA Nomor 3
Tahun 2000 memberikan petunjuk kepada hakim sebagaimana termuat
dalam butir ke-4. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah melengkapi
pengaturan tentang putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 180 ayat
(1) HIR.
Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska merupakan putusan
hakim yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta atas sengketa
mengenai “perbuatan melawan hukum menguasai barang dan bukti
kepemilikan tanpa hak” pada tanggal 26 Mei 2003. Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska di dalamnya memuat permohonan putusan serta
merta yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian dikabulkan oleh
majelis hakim. SEMA yang berlaku terkait putusan serta merta pada saat
perkara tersebut diputus adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang
Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil. Hal ini
dapat diketahui bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2000 diterbitkan pada
tanggal 21 Juli 2000 dan menggantikan SEMA-SEMA yang mengatur




Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska diputus oleh Pengaidilan Negeri Surakarta
pada tanggal 26 Mei 2003.
Dengan demikian kaitan antara SEMA Nomor 3 Tahun 2000
dengan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska adalah bahwa
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 merupakan SEMA yang mengatur mengenai
putusan serta merta pada saat Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska diperiksa disamping pengaturan putusan serta
merta yang terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR.
b. Pengaturan Putusan Serta Merta Setelah Diterbitkannya SEMA Nomor 3
Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan
Provisionil
Sejak diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka SEMA-
SEMA yang mengatur tentang putusan serta merta sebelumnya dinyatakan
tidak berlaku. Tidak berlakunya SEMA-SEMA yang mengatur tentang
putusan serta merta ini dapat diketahui dari ketentuan butir ke-8 SEMA
Nomor 3 Tahun 2000 yang menyatakan “terhitung sejak diterbitkannya
Surat Edaran ini, maka SEMA Nomor 16 Tahun 1969, SEMA Nomor 3
Tahun 1971, SEMA Nomor 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait
dinyatakan tidak berlaku lagi.” (butir ke-8, SEMA Nomor 3 Tahun 2000).
Dengan berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka setiap
permohonan putusan serta merta yang diajukan Penggugat dasar hukum
yang mengatur tentang putusan serta merta adalah Pasal 180 ayat (1) HIR
dan instruksi Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000
sebagai petunjuk yang melengkapi pertimbangan hakim.
Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2000, sebagaimana diatur dalam
butir ke-3, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para hakim dan
ketua pengadilan negeri untuk mempertimbangkan, memperhatikan, dan




sebelum mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diatur dalam
Pasal 180 ayat (1) HIR.
Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada
para ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama serta
para hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan agama untuk
mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan
sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum
mengabulkan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij
voorraad) dan putusan provisionil sebagaimana diuraikan dalam
Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR)
dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa -
Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv. (Butir ke-3 SEMA Nomor 3
Tahun 2000).
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa adanya perintah dari
Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan
mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebelum mengabulkan permohonan putusan serta merta.
Instruksi dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut bukan hanya
sekedar himbauan kepada ketua maupun hakim pengadilan negeri,
melainkan lebih menekankan lagi untuk ditaati dan Mahkamah Agung
juga akan mengambil tindakan terhadap penyimpangan dalam
pelaksanaannya terhadap pejabat yang bersangkutan, sebagaimana
ketentuan butir ke-9 SEMA Nomor 3 Tahun 2000, “diperintahkan kepada
saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh
tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam
pelaksanaanya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah
tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan.” (Butir ke-9 SEMA Nomor
3 Tahun 2000). Menurut penulis, berdasarkan ketentuan dalam butir ke-9
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut, SEMA Nomor 3 Tahun 2000
mempunyai kekuatan yang mengikat kepada hakim, Hal tersebut dapat
dilihat dari kata “diperintahkan” dalam butir ke-9 SEMA Nomor 3 Tahun




apa yang tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 secara sungguh-
sungguh dan penuh tanggung jawab.
Selain memerintahkan untuk mempertimbangkan, memperhatikan,
dan mentaati syarat-syarat sebelum mengabulkan permohonan putusan
serta merta, Mahkamah Agung juga memberikan petunjuk kepada para
hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta dan
pelaksanaan eksekusi putusan serta merta. Petunjuk tersebut dapat dilihat
pada butir ke-4 yang menyatakan bahwa:
Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua
pengadilan negeri, ketua pengadilan agama. Para hakim pengadilan
negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan putusan
serta merta, kecuali dalam hal sebagai berikut:
1. Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat
tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran
tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-
undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
2. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah
pasti dan tidak dibantah.
3. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan
lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah
habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan
kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta
perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan
cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan
agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332
Rv.
6. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan
mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang
diajukan.
7. pokok sengketa mengenai bezitsrecht. (Butir ke-4 SEMA
Nomor 3 Tahun 2000).
Mengenai instruksi dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan serta
merta dapat dilihat pada butir ke-6 dan 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000.
Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada ketua




merta dan putusan provisionil dilaksanakan, maka permohonan
tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke
pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama disertai pendapat
dari ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama yang
bersangkutan.
Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai
barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada
pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan
yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. (Butir 6
dan 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000).
Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa, pertama, dalam hal
Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi putusan serta
merta, maka permohonan pelaksanaan eksekusi tersebut dikirim ke
pengadilan tinggi dengan disertakan pendapat dari ketua pengadilan negeri
yang bersangkutan. Kedua, dalam pelaksanaan eksekusinya diperlukan
jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/objek
eksekusi, hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak lain
apabila putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi
tingkatannya. Menurut penulis, ketentuan dalam butir ke-6 tersebut
merupakan salah satu campur tangan pengadilan tinggi dalam hal
pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, dengan ketentuan tersebut,
pengadilan tinggi dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi
putusan serta merta yang diajukan Penggugat.
Secara garis besar pengaturan tentang putusan serta merta setelah
diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:
1. Dalam hal SEMA yang mengatur tentang putusan serta merta,
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 mencabut SEMA-SEMA sebelumnya
yang mengatur mengenai hal yang sama,
2. Dalam hal kekuatan mengikat SEMA Nomor 3 Tahun 2000,
SEMA Nomor 3 Tahun 2000 mempunyai kekuatan mengikat
kepada hakim untuk melaksanakannya, dan tidak mempunyai




3. Dalam hal petunjuk dalam mengabulkan permohonan putusan serta
merta, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 memberikan petunjuk bagi
hakim dalam menjatuhkan putusan serta merta yang diajukan
Penggugat,
4. Dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan serta merta, SEMA
Nomor 3 Tahun 2000 memberikan implikasi yuridis yaitu dalam
hal permohonan pelaksanaan eksekusi putusan serta merta,
pengadilan tinggi dilibatkan dalam permohonan pelaksanaan
eksekusi putusan serta merta, karena pengadilan tinggi dapat
menolak untuk mengabulkan permohonan pelaksanaan eksekusi
putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat. Selain itu
dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta melibatkan
adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan barang atau
objek eksekusi.
c. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terhadap pertimbagan hakim
dalam Putusan hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska merupakan putusan
hakim yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan di dalamnya
memuat putusan serta merta yang dikabulkan oleh majelis hakim. Putusan
tersebut diputus pada tanggal 26 Mei 2003, sedangkan SEMA Nomor 3
Tahun 2000 diterbitkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 21 Juli 2000,
dengan demikian SEMA yang mengatur mengenai putusan serta merta
adalah SEMA Nomor 3 tahun 2000. Dasar hukum mengenai putusan serta
merta yang berlaku pada saat Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/
PN.Ska diputus adalah Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 3 Tahun
2000.
Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka
pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan putusan serta merta




SEMA Nomor 3 Tahun 2000, karena SEMA Nomor 3 Tahun 2000
mempunyai kekuatan mengikat hakim yang memeriksa perkara tersebut.
Terkait pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan putusan serta
merta, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 memberikan petunjuk sebagaimana
tercantum dalam butir ke-4. Dalam petunjuk tersebut, Mahkamah Agung
memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan
permohonan putusan serta merta. Pertimbangan hakim dalam Putusan
Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/ PN.Ska terkait putusan serta merta adalah
sebagai berikut:
Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat butir ke
12 yang meminta putusan ini dijatuhkan secara serta merta, majelis
mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa oleh
karena dasar gugatan maupun alat bukti yang diajukan Penggugat
adalah suatu putusan badan peradilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, maka permohonan Penggugat tersebut
adalah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan oleh karenanya
patut dikabulkan. (Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska,
hal: 38).
Dari pertimbangan hakim tersebut, dapat diketahui bahwa majelis
hakim mempertimbangkan permohonan putusan serta merta yang diajukan
Penggugat dapat dikabulkan, karena dasar gugatan maupun alat bukti yang
diajukan adalah putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan
tetap. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah
Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yaitu pada butir ke-4 huruf f,
Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu ketua
pengadilan negeri, ketua pengadilan agama. Para hakim pengadilan
negeri dan hakim pengadilan agama tidak menjatuhkan putusan






f. gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan
mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang
diajukan.




Menurut analisis penulis, meskipun pertimbangan hakim tersebut
tidak menyebutkan putusan badan peradilan yang mana yang dijadikan
dasar gugatan maupun alat bukti yang diajukan, namun menurut penulis
putusan badan peradilan tersebut adalah Putusan Hakim Nomor
106/Pdt.G/1997/PN.Ska diputus tanggal 18 Mei 1998, jo Putusan Hakim
Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 534/Pdt/1998/PT.Smg diputus
tanggal 13 Januari 1999 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
3118K/Pdt/1999 diputus tanggal 24 Oktober 2000. Putusan hakim tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan
pokok gugatan yang diajukan. Putusan  hakim tersebut mempunyai
hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan Penggugat. Hubungan
tersebut adalah bahwa Putusan Hakim Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska
tersebut merupakan putusan yang membatalkan perjanjian jual beli yang
telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Putusan Hakim
Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska materi gugatan pada intinya merupakan
tuntutan pengembalian kembali pada keadaan semula sebelum
diakukannya perjanjian jual beli (menuntut putusan yang bersifat
kondemnatoir), karena perjanjian jual beli tersebut telah dibatalkan oleh
Pengadilan Negeri Surakarta melalui Putusan Hakim Nomor
106/Pdt.G/1997/PN.Ska. “Putusan kondemnatoir adalah putusan yang
bersifat penghukuman, maksudnya putusan pengadilan yang menyatakan
menghukum salah satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan
putusan tersebut (prestasi), dan putusan kondemnatoir dapat dilaksanakan
dengan paksaan (foercelijkexecutie, forcible execution) (Abdulkadir
Muhammad, 2008: 164). Hal tersebut dilakukan Penggugat karena Putusan
Hakim Nomor 106/Pdt.G/1997/PN.Ska hanya bersifat konstitutif, yaitu
dengan pembatalan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.
“Putusan konstitutif yaitu putusan yang meniadakan atau menimbulkan
suatu keadaan hukum yang baru” (Chidir Ali, 1987: 60). Secara singkat




deklaratoir/menerangkan saja, sebagaimana termuat dalam jawaban
gugatan Tergugat, yaitu:
Bahwa dalam keputusan perkara No. 106/Pdt.G/1997/PN.Ska jo
No. 534/Pdt/1998/PT.Smg, jo No. 3118 K/Pdt/1999/MA, yang
amar putusannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,
2. Membatalkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I
dan Tergugat II, atas tanah-tanah, bangunan dan barang-
barang yang tersebut dalam akta:
a. SRI HASTUTI SURADJI, SH No. 141/Banjarsari/
1994, tanggal 7 Desember 1994.
b. SRI HASTUTI SURADJI, SH No. 142/Banjarsari/
1994, tanggal 7 Desember 1994.
c. SRI HASTUTI SURADJI, SH No. 109/Banjarsari/
1996, tanggal 8 April 1996.
d. AGUS HARYANTO, SH No. 640/700/1995,
tanggal 6 Desember 1995.
e. AGUS HARYANTO, SH No. 640/700/GDR/1995,
tanggal 12 Desember 1995
3. Menyatakan batal pemasangan hipotik atas tanah sengketa
tersebut sertifikat hipotik:
a. No. 4805, tanggal 5 Mei 1995,
b. No. 29, tanggal 22 Mei 1996,
4. Tidak dapat menerima gugatan untuk selain dan selebihnya
(Butir ke-3 Jawaban Tergugat Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska, hal 14).
Dengan demikian, penerapan dasar hukum putusan serta merta
dalam SEMA N0 3 Th 2000 terhadap pertimbangan hakim dalam
mengabulkan permohonan putusan serta merta pada Putusan Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska adalah bahwa majelis hakim mempertimbangkan
ketentuan dalam butir ke-4 huruf f, SEMA Nomor 3 tahun 2000 yang
menyatakan bahwa majelis hakim tidak menjatuhkan putusan serta merta
kecuali dalam hal gugatan didasarkan pada putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan







Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan dalam
Bab III, maka dalam penelitian dan penulisan hukum ini yang berjudul “Studi
Komparasi Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Putusan Serta
Merta Sebelum Dan Sesudah Berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang
Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (Studi Putusan
Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska)” penulis mengabil kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbandingan kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam mengabulkan
permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dengan dasar
hukum putusan serta merta, sebelum dan sesudah diterbitkannya SEMA
Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij
Voorraad) dan Provisionil dalam Putusan Hakim Nomor:
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
Berdasarkan analisis penulis, perbandingan pertimbangan hakim dalam
mengabulkan putusan serta merta terkait diterbitkannya SEMA Nomor 3
Tahun 2000 dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan
Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, dapat ditarik kesimpulan yaitu:
a. Kedua pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska
mengabulkan permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh
Penggugat. Dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska majelis
hakim memberikan pertimbangannya bahwa permohonan putusan serta
merta yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal
180 ayat (1) HIR dan sejiwa dengan ketentuan Pasal 12 (5) Undang-





sedangkan dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska majelis
hakim memberi pertimbangan bahwa oleh karena dasar gugatan maupun
alat bukti yang diajukan Penggugat adalah suatu putusan badan peradilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka permohonan
Penggugat tersebut adalah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR dan oleh
karenanya patut dikabulkan.
b. Dasar hukum yang mengatur mengenai putusan serta merta pada kedua
putusan tersebut mempunyai perbedaan, yaitu dalam hal SEMA yang
mengatur tentang putusan serta merta disamping Pasal 180 ayat (1) HIR.
Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian dalam penulisan hukum ini
sebelumnya, yaitu untuk mengetahui perbandingan pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan serta merta yang dikaitkan sebelum dan
sesudah diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka sebagai aturan
yang mengikat kepada hakim yang memeriksa perkara, SEMA-SEMA
yang mengatur mengenai putusan serta merta perlu diperhatikan oleh
hakim dalam menjatuhkan permohonan putusan serta merta. Kedua
pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska
dan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska, majelis hakim tidak
mencantumkan SEMA yang mengatur mengenai putusan serta merta yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai petunjuk atau instruksi dalam
penggunaan lembaga putusan serta merta tersebut. Berdasarkan tanggal
dibacakannya putusan hakim dari kedua putusan hakim tersebut, maka
SEMA yang berlaku akan berlainan antara Putusan Hakim Nomor
84/Pdt.G/1997/PN.Ska dengan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/
PN.Ska. Pertama, dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska
yang dibacakan pada sidang pembacaan putusan tertanggal 13 Januari
1998, SEMA yang berlaku pada saat itu adalah SEMA Nomor 3 Tahun
1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975, dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978,
sedangkan dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska yang




yang berlaku pada saat itu adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA
Nomor 4 Tahun 2001. Kedua, dengan berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun
2000, maka SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975,
dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.
c. Yang dijadikan dasar atau alasan oleh Penggugat dalam mengajukan
permohonan putusan serta merta pada kedua putusan tersebut berbeda,
namun kedua alasan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan dalam
Pasal 180 ayat (1) HIR. Dalam Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/
PN.Ska yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat adalah suatu akta yaitu
surat perjanjian kontrak rumah dan sertifikat hak milik nomor 520,
sedangkan dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska yang
dijadikan alat bukti oleh Penggugat adalah putusan badan peradilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri
Surakarta No. 106/Pdt.G/ 1997/PN.Ska jo Putusan Pengadilan Tinggi
Semarang No. 534/Pdt/ 1998/PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI
2000 No. 3118K/Pdt/1999.
d. Jenis sengketa yang dapat dijatuhi putusan serta merta hanya terbatas pada
sengketa-sengketa tertentu, yaitu salah satunya sengketa yang terjadi pada
Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/PN.Ska dan Putusan Hakim Nomor
94/Pdt.G/2002/PN.Ska. Putusan Hakim Nomor 84/Pdt.G/1997/ PN.Ska
merupakan putusan hakim mengenai sengketa perbuatan tanpa hak dan
melawan hukum menempati rumah, yang didasarkan pada perjanjian
sewa-menyewa rumah, sedangkan Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/
PN.Ska merupakan sengketa mengenai perbuatan melawan hukum
menguasai barang dan bukti kepemilikan tanpa hak, dimana sengketa ini
merupakan sengketa mengenai hak kepunyaan (bezitrecht). Berdasarkan
kedua putusan hakim tersebut, dapat dikabulkannya permohonan putusan
serta merta juga dipengaruhi oleh jenis sengketa yang terjadi antara




sengketa mengenai hak kepunyaan (bezitrecht), disamping sengketa-
sengketa lain yang dibatasi.
2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terhadap pertimbangan hakim
dalam Putusan Hakim Nomor: 94/Pdt.G/2002/PN.Ska.
Secara yuridis, keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 merupakan
sebuah instrumen hukum yang mengatur mengenai lembaga putusan serta
merta, meskipun kekuatan hukumnya hanya mengikat kepada hakim yang
memeriksa perkara yang bersangkutan. Dari analisis yang penulis lakukan,
bahwa pada Putusan  Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska dalam
pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan SEMA Nomor 3 Tahun 2000
sebagai instrumen hukum yang dijadikan alasan untuk mengabulkan
permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat. Akan tetapi,
dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa dasar gugatan maupun alat
bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah suatu putusan badan peradilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menurut penulis adalah
Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 106/Pdt.G/ 1997/PN.Ska jo Putusan
Pengadilan Tinggi Semarang No. 534/Pdt/ 1998/PT.Smg jo Putusan
Mahkamah Agung RI 2000 No. 3118K/Pdt/1999, sehingga telah memenuhi
syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan sebagaimana juga petunjuk dalam
butir ke-4 huruf f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang mengatur hal yang sama
bahwa hakim pengadilan negeri tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta
kecuali gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kakuatan hukum
tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok
gugatan yang diajukan.
Berdasarkan analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
meskipun dalam pertimbangan hakim pada Putusan Hakim Nomor




putusan serta merta, yang dalam hal ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2000,
namun dalam pertimbangan hakim tersebut menyebutkan dasar dikabulkannya
permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat adalah
putusan badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dimana dasar hukum tersebut selain diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR juga
diatur dalam butir ke-4 huruf f SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan
Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Povisionil. Maka dari itu
implikasi yuridis diterbitkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2000 terhadap
pertimbangan hakim dalam Putusan Hakim Nomor 94/Pdt.G/2002/PN.Ska
adalah majelis hakim memberikan alasan dikabulkannya permohonan putusan
serta merta karena dasar gugatan maupun alat bukti yang diajukan Penggugat
adalah putusan badan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
sebagaimana diatur dalam butir ke-4 huruf f SEMA Nomor 3 Tahun 2000
Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Povisionil.
B. Saran
Setelah penulis meneliti dengan seksama dari awal penulis melakukan
penelitian sampai pada penulisan hukum, penulis merasa masih ada permasalahan
terkait penggunaan lembaga putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal
180 ayat (1) HIR. Berdasarkan analisis penulis yang penulis jabarkan dalam
pembahasan pada BAB III, penulis memberikan saran terkait penelitian dan
penulisan hukum yang penulis lakukan, yaitu:
1. Sering terjadinya permasalahan dalam penggunaan lembaga putusan serta
merta, baik dalam penerapan hukum maupun pelaksanaan eksekusinya, maka
perlu adanya revisi atas hukum acara perdata yang selama ini berlaku atau
dengan mengesahkan rancangan undang-undang hukum acara perdata dengan
ketentuan adanya pengkajian yang lebih serius dan mendalam sebagai
pengganti Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan hukum di indonesia.
2. Seharusnya tindakan yang tegas dari Mahkamah Agung sebagai pengawas




penggunaan lembaga putusan serta merta bukan sebatas ancaman saja,
melainkan harus konsisten salah satunya dengan membatalkan putusan hakim
tersebut atau setidak-tidaknya menolak untuk mengabulkan permohonan
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